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ABSTRAK
Nama : Diana Arsi Yanti
Program Studi: imy Hokum
Judul : Aspek Hukum Pinjaman Jangka Panjang sebagai Modal Int

untuk Memperkuat Strukiur Permodalan Perbankan

Bank sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran yang
penting, Khususnya ferkait dengan kegiatannya sebagai penampung dan penyalur
dana dari masysrakat sehinggs dapat menopang fransaksi ckonori serta
pergerakan arus barang dan jasa dengan baik. Untuk itu diperfukan dukungan
maodal yang kuat bagi Bank ifu sendid agar memiliki kemampuan dan daya tahan
vang baik dalam menghadapi risiko yang dibadapinya. Kondisi perbankan yang
sehat dan kuat akan berdampak Jangsung kepada terciptanya stabilitas sistem
keuanpgan Negaia yang sehat dan baik sehingge pada gilirannya aksn mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi. Modal Inovatif atau pinjaman jangka panjang,
dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen dari Modal Inti Bank. Tesis tni
akan meneliti dan menganalisa aspek hukum yang harus diperhatikan yang
melekat pada Modal Inovatif tersebut.

Kata kunci:
Madal Inavatif, hvbrid capital, pinjaman jangka panjang

ABSTRACT
Nameg : Diana Arsi Yanti
Study Program: Law
Titke : Legal Aspect of Long Term Loan as the Core Capilal to

Support the Capital Structure of Banks

Bank as a subject of the economic activities has significant role especially in
velalion (0 s astivily in conduciing collection and distribution of funds to the
public as to suppomrt the economic activities nchuding actvities related o
distribution of goods and services. It is necessary for Bank o have g strong
capital so that it will have & good capability and resistant in managing any risk
exposures.  Bank with a pood condition will directly affect the process in
sslablishing 2 good and healthy financial sysiem slability of 2 country which will
then acecleraie the economic development. Innovative capilal instmument or long
term fonn, cun be included as o component of the Bank’s core capifal. This Thesis
will roview and apalyze some important legal aspecis attach to the umovative
capttal instrument.

Key words:
Innovative capital instrument, hybrid capital, long term loan.
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BAB1
PENDAHULUAN

L1, LATAR BELAKANG

Sebagat kelanjutan restrukiurisasi perbankan Indonesia vang sudah
dijalankan sgjak tahun 1998, yang sekaligus merupakan perwujudan salsh
saty program ulama peitbangunan perekonomian Indonesis vang telah
ditetapkan di dalam Buku Putih Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekononi
Menjelang dan Sesudah Berakhimya Program Internationo! Monetary
Funds', pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indomesia meluncurkan
Arsitekfur Perbankan Indonesia (API) vang pada dasarnya merupakan
suatu kerangks dasar sistemn  perbankan Indonesia  yang  bessifai
menyehruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industi? perbankan
untuk rentang wakly sepuinh sampai lima belas tahua ke dopan.

Kerangks Berdasatkan Amandemen keempat Undang-Undang
Dasar 1945 (LD 1945}, Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan
landasan vang harus dipegang dalam pelaksanaan kegialan pombangunan
gkonomt  dt  Indonesia Dengan  demikian, setisp pelaksanasn
permbangunan ckonomi harus bertujnan menmgkaikan kesejalderaan dan
kemakmuran bangsa secara kesehuruhan,

Dislam  upaya meningkalkan kesejahteraan dan  kemakmuran
bangsa, maka kegiatan ekonomi termasak pergerakan arus barang dan jasa
harus bekerja dengan efektif dan baik agar dapat mendorong pertumbuhan
ckonomi sceara keseturwhan,  Untuk mencapai hal tersebut, dipertukan

iklint yang schal vang bisa mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi

* Berdasarkan instruksi Presiden No. 3 ighun 2002 tontang Pakel Kebijakan Ekenany Menjelang
dunr Scsudalr Beraskhirnva Program Kerjusams denges fugrnational Afonerary Funds, discbuikan
bahvwe safsh salu progromy wms yang skan dibaslankan oleh Pemeristah adalal malaniuthan
resirukturisast dao reformas? steudttur kouangan,

Universitas indonesia
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dengan baik, termaspk disntaranya adalah stabilitas politk, adenva
kepastian hukem dan penegakkannyaz dan Swabilitas Sistem Keuangan
{SSK).

Dari pengalaman krisis ckonomi yang terjadi pada tahun 1997 an,
terbuktt bahwa sistem kewangan vang {idak stabil akan menimbulkan
dampak yang buruk tidek hanya terhadap perekonomian Negara tetapi
juga terhadap menurunnya kepercayaan publik yang berujung kepada
terhambainya pertumbuhan ekonomi secara keselunthan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga perbankan di
dalam S8K dan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu Negara
memiliki peran yang amat penting, karena disamping sebagai lembaga
vang dapat melakokan kepiatan penghimpunan dana dari masvarakat,
melalul penyalorsn berbagal fasilitas kredit, pinjarsan, maupon hentuk
pendanaan  lainnya, perbankan juga bisa berpartisipasl akff dalam
membanfy pelaku usaha dan masyarakat dalam mewwjudkan kegistan
gkonomi vang direncanakannya®.

Fungsi uwiams bank scbageimanz yang diatur 4 dalam UU
Perbankan adaleh schapal penghimpun das peavalur dans masyarakag
dimmang untuk memaksimalkan fungsinva tersebut, khususnva schapal
peavalur dana masyarakat, sudah selayaknya perbankan Indonesia harus
nremiltki permodalan yang koat.

Seialan dengan program yang dicanangkan di dalany AP
sebagaimana telah draraikan dr atas, permodalan Bank fersebut merupakan
fakior penting bagi Bank dalam rangka mengembangkan vsaha, serta
untuk mengantisipasi resiko keregian yang mungkin diderita oleh Bank.
Dengan kata Jain, modal Bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan

usaha Bank.  Besar kecilnya modal Bank sccara langsung akan

# Berdasarkan Pasyd 1 Undang-Undang Nomor LG hun 1998 tenteng Ferubuhun atee Undung-
Undeng Nompr 7 tahun 1997 ignlang Perbankan, disebutkan bahwa “Perbankan Tndonesia
beriuissa senoniang peliksansan pembenganen Masiona! dlam rangka seningkatkon pemermann,
periprshuhan shonomi, doan stabnbitas Nasionst ke arsh peaingkaian keseiahteraon rakya banval™

Univarsitas indonesis
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mempengaruhi kemampuan  Bank  untuk  menjalankan  kegiatan
operasionalnya atan untuk mengembangkan kegiatan usahanya,

Dengan modal yang keeil, Bank cenderung memiliki keterbatasan
datam menampung atan mengantigipasi resiko kervgian yang mungkin
timbal, menutup biaya operasional, dan lebil jauh lagi uoluk melakakan
pengembangan atas kegiatan usaha yang sudah dijzlankannya,

Programprogram yang dicanangkan melaln AP merupakan
langkah persiapan unfuk menghadapi Basel Acord IT, dimana berdesarkan
Basel Accord I wrsebut, jumiah modal Bank harus discsuaikan dengan
resiko yang akan dibadapi oleh Bank tersebut, sehinppa Bank memiliki
kemampuan yang baik vntuk menghadapi dan mengatasi resiko yang
mungkin timbul.

Maka dan itn, Modal Inti Mimmum perluy ditetapkan untuk
mengakomodir resiko-resiko vang dibadapi oleh Bank, Laik ftu resiko
kredif, resiko pasar, sesitke lkuiditas, maupun resiko lainnya. Dengan
medal yang memadal, memungkinkan Bank untuk meninghatkan skala
usahanya secara lehbih efisicn dan memperbaiki stmber days manusia agat
menjadi iebih baik,

Kebutuhan akam adanya amah dan strategi jangka panjang
pembangunan perbankan scbetulnys sudah menjadi program-program
pembangunan ekonami vaog diialankan di beberaps negara seports Hong
Kong, Malaysia, Thalland, dap Singapura. Hal ini sckaligus menunjukkan
batrwy keberadean snatu blue prinf atay cetak birn perbankan di Indonesia
merupakan svatu kebufuhan mendesak yang tdak bisa dibandan lagi,
sehingga perlu sepera disusun ontuk memenuhi kebuiuban perbankan

jangka panjang.

¥ pasel Accord werupakan peraturan Internasional yang disepakati 4 Basel, Swiss. Uniuk perrama
kalf dHtotaplan pada tahun 1988, aino dikenal dongen nama Basel docord 7. Guns monyesusikan
dengan perkembungan puser konangan Inisrnasionsl, Aasef dccord 7 tersehut telnd dispmpurnalam
dengan Bovel Avcord H, dimunz didalamaye borisl kesepakotan souh menclaphkan sudlu stondar
perhitungos pormodolan bosk ysug lebib sensiif werbndap resthe seoa untuk memberikan insentif
geningkatun kuslitas poncrapan mengjomen resiko & bank,

Univarsitas indonesia
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Arah kebijakan pengernbangan industri perbankan di masa datang
vang dirumuskan dalers API dilandasi oleh visi mencapai suaty sistem
perbankan yang sehat, kuat dan efisien gune mencipiazkan kestabilan
sistem keuangan dalam rangks membente mendorong perfumbuhan
ckonomi nasional, sehingga pada akhimys diharapkan perbankan
Indonesia memiliki kemawmpuan dan daya saing vang baik di dunia
Intemasional.

Sejak diluncurkan pada tabun 2004, Bank Indonesia ielah
melakukan perbaikan dan penyempurmnaan terhadap program-program
kegiatan yang dimasukkan di dalpm API dengan memperhatikan
porkembangan yang terjadi pada pereckonomian masional maupun
infernasional’, sehingga diharapkan program-program yang dicapangkan
di dalam API bisa mencakup programn kegiaten yang lebih lengkap den
komprehensif yang mencakup sisfem pralosk pesbaskan di Indonesia
secara menyeluruh yang Ndak hanya mengenai Bank Umum dengan
sistem konvensional, fetapi juga bank-bank dengan sistem Syariah dan
Bank Perksedilan Rakyat, Perbaikan dan penyempumaan APL terscbut
secara kongkrit membawa akibat kepada bertambahnya program dan
kegiatan AP] yang pelaksansunnya akan dilakukan secara bertabayp sampa
dengan tahun 2013°%,

Secara umum, API yang disusun oleh Bank Indonesia dirumuskan
dalam enam pilar®,  Melalui API, Bank Indonesia mencoba unnk

membangun pondan perbankan nasional yang kokoh, kuat dan sehat,

* Penyempurnzan program AP yanp icleh dijaiankan Bank Indonesia dafam kit wakiu 2 ighun
ini antas lzin melipod stalepl yang febib spesifik mengenai pengembanpan perbankan vang
mempergunakan system Syariab, Bank Perkreditan Rakyat, dan Usaha Mikro Kewi) dan Mencogah
UKMK).

* Berdasarkan Buku AP] Edisi Kedus wung diterbitkan Bank Tndosesia, program APl yang
seraulis teedisi dari 19 progeam yang tecluame dalum 3 kegiatan, becrambah menjadi 20 program
vany dituangkan dalam 33 kegitan,

* Berdasarkan API yang dikeluurkan oleh Bonk Indonesia pada sanggal § Jonuaet 2004, tepdamat 6
fonum) piler yaug menjadi lendessen pombangunso porbosken Indonesia, yaitw Pilar Portmms,
terciptanya sirukdur porhankas nadons! vang sehan Plar kedus, sistem pongaturen yang ofskef

4
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Sistem perbankan yang sehat dibangen berdasarkan permodalan
yang kuat sehingga dapat mendorong kepercayasn nasabsh, yang
selanjuinys dapat memberikan kekoatan kepada bank untek memperkuat
modalnya melaluf pemupukan laba ditahan.

APl sendini menghendaki pada 10 sampai 15 tehun ke depan,
perbankan Indonesia memiliki bank dengan 3 (liga) skala yang berbeda
berdasarkan besamya modal yang dimiliki bank tersebut, yaitu: (1) hank
dengan skala Internasional {2-3 bank); (2) bank dengan skala nasional (3-5
bank); dan (3} dan bank vang kegiatan usahanya terfokus kepady segmen
tertentu {5 bank), seperii Bank Perkreditan Rakyat serta baok dengan
kepiatsn usaha terbatas.

Salah satu pilar vang akan dibahas dan berkaitan erat dengan fopik
Tesis ini adalah pilar vang pertama, yaltu strukiur perbankan yang schat,
vang perwujudannya adalab dengan memperkuat permodaian bank umuim
(bank umum dengan sistern konvensional maupun Syariah},

Dengan bertambah kuatnya struktur permodalan bank, diharapkan
bank di Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
berpartisipasi mendukung perfumbuhan kredit yang semakin tinggi,
memingkatkan skala usaha dan tingkat keahlian meniadi lebih batk, serta
memibki kemampuan yang batk dalam menangani resiko ussha yang
mungkin timbal.

Dalam rangks memperkuat struktur permodalan perbankan vang
termasuk dalam pilar pertama APT tersebut, sejsk perfengahan tahun 2008
BI tclah mengeluarkan peraturan mengenai jumlah Medal Inth minimum

yang harus dipenuhi olch perbankan Indonesia’.

dan cfisicn; Piar ketign, system pengawasan perbankan yang ofckiif den independeny, Pilar
keempal, terciptanya lembagy perbankan yang sehai;  Pilar kelina, tersedianya infrastrukun
perbankan yang mendukung dan memadai; dan Pilar keenam, perlindungan techadap konsemien,

* Peraturan Bank [ndoneais Nomor 7/13/PRI/2005 wanggat | fuli 2005 tentang Junlah Modat s
Minimem Bank Umony, sebagaimam telab divbah <dengan Peraturan Bank [ndonesiz Nemor

9716/PBI2067 tanggal 1 Bessmber 2007 tentung Perubuhan slas Peraleran Bank indonesia Nonsor
FIS/PBYZ0GS temany Jumish Modsl fnii Mimmum Bank Umum,
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Secara garis besar, berdasarkan Peraturan Bl tersebut, pada akhir
tahun 2007, seluruh bank umum di Indonesia harus memiliki jumlah
modal inti minimuem sebesar Rp, 80 miliar, Jumlah modal inti terscbut
harus terus ditingkatkan schingga pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar
Rp. 100 milias®, Dengan modal inti minimum sebesar Rp. 100 miliar
tersebut, diharapkan agar bank vmum di Indonesia dapat meningkatkan
daya saingnya dengan lebih baik serta memperkecil rasio antara
pendapatan operasional dengan biaya operasional, yeng pada akhimya

menjadikan bank tersebut menjadi lebih efisien.
1.2, PERMASALAHAN

Dalam rangka memberikan alternatif sumbey pendanaan bagi
perbankan unmwk dapat memenuhi jumlah modal Inti mmimum yang
digyarathan, pades bulan Seplember 2008 Bank Indopesia felah
mengeluarkan peraturan baru mengenat Kewaiiban Pemenuhan Maodal Inti
Minimum (“KPMM"} vang ¢ dalamnya telah memasukkan ketentuan
bahwa duna Avbrid vang berasal darl pinjaman bilateral atau sindikasi
yang bersifat iangka panjang depat dijadikan permodalan Bank dan masuk
ke dalam Modal Inti (J%er 7). Jenis modal yang berasal dari pinjaman
Jangka punjang tersebut diberd pama modal inovatif atau innovative capital
instrument {"Modal Tnovatil™),

Pada peraturan KPMM sebelumnya pinjaman jangka panjsng
tersebut termasuk ke dalam Trer 3 dari struktur permodalen Bank, yaitu
sebagal medal tambahan.

Masuknya pinjaman jangka panjang sebagai Modal Inti Bank

tersebut sceara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagal

¥ Berdasarkan definisi yang diberikan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008
tanggal 24 Seprember 2008 1entang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umurn, vang
dimaksud dengan Modal loti adalab modal disetor dan cadangan ambahan modul (disclosed
reserved),

i,
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permasalahan dan asspek hukum yang perlu diperhatikan serts harus
disclarashan (dibarmonisasikan) dengan berbagai ketentuan peraturan
perandang-undangan vang telah ada.

Aspek hukum fersebut tidak hanya terbatas kepada pengaturan
yang telah ads di di bidang perbankan, tetapi juge peraturan yang umum
berlake untuk perseroan terbatas karena pada vmumnya bank umum d
Indonesia (khususnya bank swasta) adalah berbentuk perseroan terbatas,
poraturan 41 bidang pasar modal (untuk bank yang telah Lerstatus sebagst
perusahaan  publik), dasardasar hukum  perjanjian  (yang  berkaitan
langsung dengan bentuk perjanjian pemberian pinjaman jangks panjang
vang akan dibuat oleh dan antara bank dengan pember dana-kreditur),
serta peraturan terkait lainnya,

Dengan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal Tesis
ini, penulis tertarik untok membahas secara lebih rinci berbagai aspek
hukwm yang berkaitan dengan perubahan alau masuknya pinjamsan jangka
panfang tersebut yang semula sebagai modal tambahan Tier 2 menjadi

bagian dari Modal Inti atan Tier /, yaitu:

. Aspsk-aspek Bukum gpa saja vang sskmanya barus diperhatikan
apabila suatu pinjaman jangka panjang dikonversikan atan dighah
meniadt wmodal? Aspsk hukum apa saja yang harus diperhatikan
dalam merumuskan suvatu perjanjian pomberian pinjaman agar

pinjaman tersebut dapat dijadikan modal?

b, Bagaimanag sttus hukam, pedindungan kepada kreditur, dan
periindungan kepada pemegang saham Bank yang lain sehubungan
dengan penerimaan pinjaman oleh Bank yang dapat dimasukkan

sebagai Modal Inti?

¢ Apakah  peraturan  yang  dikelvarkan  oleh Bank Indonesia

{mengenal Modal Inovatil) welah mengakomodasi selurubi aspek
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hukum maupun pertanyasn yang dikemukan pads butir (3) dan ()
di atas? Apakah perlu dibuat penyesuaian/perubahan afas peraturan
perundang-undangan lainnva (selain dari peraturan di bidang
perbankan) agar penerapan dari Modal Inovatif tersebnt dapat
memberikan hasil yang elektif dan dapat begjalan selaras dengan

ketentuan hekum dan peraturan yvang berlaku di Indonesis?

Pembshasan atas seluruh permasalshen tersebut di atas akan

dibatasi kepada Bank Umum vang berbentuk perseroan terbalag,

TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dad penelitian yang akan dituangkan d&i dalam Tesis ind
adalain

4. Melakukan penclitian, anaiisa dan  pembghasan  mengenat
karakteristik Modal Inti ditinjav dan peraturan yang berlaku bag
Perseroan Terbatas,

b. Melakukan penelitian, anslisa dan pembahasan mengenai aspek-
aspek hukum yang berkaitan dengan Ketentuan dan persyaratan
yvang harus dipenuli agar suslu pinjaman jangkas panjang dapat
dijadikan Modal Int: Bauk.

<. Melakukan penehitian, analiss dan pembabasan mengenai aspek-
aspek hukum yang berkaitan dan harus diperhatikan sehubungan
dengan penyusunan perjaniian pemberian pinjamen untuk Modal
Inovalif, termasuk sspek-aspek hukum apabiia Modal Inovatif
tersebut dinbah meniadi modal

. Penelitian dan reviziy atas sisting dan produk perendang-ondangan
terkait yang telah ady, schubungan dengan pelaksanaan penerimaan
pinjaman jangka panjang tersebut dan syaral mavpun ketentuan
yang harus dipenshi agar pinjaman jangks panjang terscbut dapat
dijadikan sehagn Modal Inti Bank.
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1.4,

Manfaat penulisan yang diharapkan dari penelitian di dalam Tesis

11 adalah sebagai berikut:

a. Dari segi teoritis, Tesis ind dibarapkan dapat bermanfaat dan dapat
memberikan spmbengan pemikiran bagi pengembangan ilmu
hokum pads umumnya, dan hukum perbankan pads Khususnya,

b, Manfeat dar segi teoritis lainnya adalah, Tesis ini diharapkan juga
dapat menjadi bahan literatur untuk melakukan penelitian lebih
fanjut.

c. Dari segi prakiis, Tesis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
masukan bagi pibak-pihak yang terkait dan pelaku dunia usaha di
bidang perbankan,

d, Dari segi peagaturan, penelitian ini diherepken dapat berguna
sebagal bahan pertimbangan dan masukan bagi pthak vang terlibat
dalam pombentukan peraturan di bidang perbankan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Namor 10/15/PBY2008
tentang Kewaiiban Peayediaan Modal Minimumn Bank vang dikeluarkan
pada tanggal 24 Sepember 2008 (“PEI No/ 1072008™), modal Bank terdin
dari:

Meodal Intt yang masuk dalam Frer /5
b Modal Pelengkap yang masuk dalam Tier 2; dan
¢ Wodal Pelengkap Tambaban vang masuk dalam Tier 3

Ketiga struktur modal Bank tersebut merupakan satu kesaluan yang
sating melengkapi dan mengisi satu sama lam sebagaimana yang akan

dijelaskan pade bab-bab berikuinya di dalam Tesis int,
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Modal Inti yang dimaksud di dalam PBI No. 172008 tersebu,
terdiri dagi’":
2 Modal Disetor {paid up capitaly;
b. Cadangan Tambahan Modal {disclosed reserved), dan

c. Modal Inovatif (innovative capital histrument).

Istilah Modal Inovatif tersebut baru diperkenalkan di dalam
Peraturan Bank Indenesia Normor 10/15/PBL/2008 tanggal 24 September
2008 tentang Kewajiban Penyedizan Modal Minimum Bank Urnum,
Untuk iy, pembahasan di dalam Tesis ini juge akan meliputi uraien
mengenal  pengertian dari Modal Inovatif, apa sajs vang dapat
dikategorikan sebagal Modal Inovatif, iermasuk persyaratan dan ketentuan
hukum veng haros dJdipenuli agar suatu komponen bisa dimasukken
sebagat Modal Inovatifl

Hal menank yang akan dibahas dan menjadi permasalahan ulama
di dalam Tesis ini adalah Modal Inovalif vang merupakan salah satn
komponen dard Modal Inti {Tier 1).

Dan karakteristik Modal Inavatif tersebut sebagaimana yang akan
divratkan dan dibahas di dalam Tesis ini, maka diketalnii balwwa pada
dasarnya, Modal Inovalif dilabirkan darl perianjian atsu perikaton utang
plufang afau perjangian pigiaman.

Dengan denukan, kerangka teori yang dipergunsken i dalam
Tesiz int adalah teort Hukom Perikalan yang diatur di dalam Buke
Kitab Undang-Undang Huktum Perdata, vang mehpuln
a. Asas kebehasan berkontrak; dan
b. Syarat-syarst svahnyd perjaniian.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata
pada dasarnya mengatur baliwa para pibkak yang membuat perjanjian bebas

untuk membuat perikatan scsuat dengan kesepakatan para pthak dan

' pasal 4, 5 dun 6 Peraturain Bank Indonesia Nemor 10715/PBE 2008 tiuggal 24 Scprember 2008
senlang Kewaithan Penvedinan Madal Migimam Bank Umum.,

iy
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dengan memperhatikan  ketentuan mengenai syarat-syarat syahnya
perjaniian yang diatur di dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  Perikatan atau perjanjian vang demikian
mengikat secara sah terhadap para pibek vang membuatoya dan berlaku
sebagal undang-undang.

Urstan mengenai asas kebebasan berkontrak dan syarat syahnyva
perjaniian terscbut diksitken dengan Modal Inovatif akan diuraikan lebih
lanjut di dalam Tesis inl,

Selain teori mengenai ases kebebasan berkonirak dan syarat-syarat
syahnya perjanjian, landasarn feori vang dipergunakan di dalam Tesis ind
adalsh toori yang dipsrgunakan & dalam Basel I7 mavpun APL vailu
mengenai pengarnh dan hubungan anfara perbankan yang kust yang
didukung oleh strukitur permodalan yang kuzatl, dikaikan dengan Stabilitss
Nistem Keuangan.

Scbagaimana ielah dijelaskan pada bagian awal Tesis ini, Stabilitas
Sistem Keuangan vang baik pada dasarnva skan mendorong pertumbuhan
ekonomi svalo bangss.  Akan tetapi, untuk mencapai hal lersebut, perln

didukung oleh perbankan dan lembaga kenangan yang baik dan kuat pula.

Untuk keperiuan penulisan Tesis ini, sebagai tambaban daxl ‘Daltar
Singkatan’ yang telah disampaikan dan diuraikan pada bagian awal Tesis
ini, berikut adalab kerangka konsepsi atau definisi operasional dari istilah-
istilah yang sering dipergunakan di dalam Tesis ini:

“Akliva Tertimbang Menurut Risiko™ atau “ATMR™ atau "Capital
Adequacy Ratip” atau "CAR™ berarti, rasio kecukupan modal Bank yang
diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan akiiva
tertimbang menurul risike;

“Arstiekie Perbankan Indonesia” alau “API” berarti, suatu cetak
biry (Blueprin?) yang merupskan kemangka dasar sistem perbankan
Indonesia yang menveluruh dan memberikan arsh, bentuk, dan fatanan-

tatunan industri perbenkan untuk rentang waktu sepulub sampat lima belas

i
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tahun ke depan, yang disusun dan diterbitkan oleh Bank Indonesia pada
tanggal 9 Januvari 2004,

“Anggaran Dasat” berarti, skia pendirian Perseroan Terbatas,
beirkut setiap perubshennys berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 4G tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

“Basel II” berarti, suatu pedomnan kebijakan serta pengawasan yang
bersifat umum dan memberikan pernyataan yang berlaku umum {(best
practice) yang dikeluarkan oleh Basel Comumitiee &f dalam dokumen
“Internatienal Convergence of Capital Measurement and  Capitol
Standards — a Revised Framework” stau yang dikenal dengan nama Basel
] yang merupakan kerangka permodalan barg yang memakai Acord 8§
sebagai struktur dasarnya'";

“Modal” berarti, setoran dart Pemegang Saham di dalam Perseroan
Terbatas yang terbagt atss sahanr-seham, vang penvetorannys dapal
dilakukan dalam benmsk uvang fonai alew bentuk lain sesual dengan
ketentuan yang diatur dt dalam UUPT dan persturan pelaksanaannya.
Untuk Perseroan Torbalas yang menjalankan Kepiatan perbankan,
ketentuan mengenai permodalan ini tunduk juga kepada ketentuan yang
diatur di dalam Peraturan Perbankan,

“Modal Dasar” berarti, keseluruhan rencana permodalan Perseroan
Terbatas yang dicantumbkan di dalam Akt Pendinian dan Anggaran Dasar
berdasarkan ketentuan ULUET,

*Modal Dhsetor” berarti, jummiah Modal yang telsh disetor penuh
oleh Pemegang Saham Perseroan Terbalas, yamg jumlahnya minimum
sebesar 25% {dua pulnh Bma persen) dani jumlah Modal Dasar;

“Wodal Intt" borarti naodal disetor dan cadangan ambaban modal
{disctosed reserves sehagaimana yang dimeksud dalam ketentuan Bank

Indonesia tentang Kewsjiban Penyediaan Modal Minimiun Bank Umum'*;

" Lae €1t hal 67
B pergturan Bank lndonesia No, 91 6/PRE2067 tentang Jumlzl Modat Inli Minimum Bank
Urmum, .

iZ
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“Modal Inovatif” berarti, salah satu komponen Mods! Ink
Perbankan yang dapat diperhitungkan oleh Bank di dalam menghitung
jumiah Modal Intinya. Modal Inovatif ini merupakan pinjaman jangka
panjang subordinasi yang diferima oleh Bank uniuk memperkoat strukiur
pcrmodaiaﬁayaiz;

“Perseroan Terbatas” berarti, badan hukam berbentuk persercan
terbatas sebagaimana ?ang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 tentanp Perseroan Terbatas;

“Pemegang Saham” berarti, individu atan badan hukum yang telah
mengambil bagian dan melakukan penyetoran atss saham  yang
dikeluarkan di dalam badan hukum berbestuk Perseroan Terbatas
{termasuk Bank) schingga berhak menjalankan semus hek dan
kewajihannya sebagsi Pamogang Ssham sebagaimanz diatur di dalam
peraturan perundang-undangan yang beriaku;

“Pailit” beraiti, kondizt dimana seosang debitur yang inompunyai
doa atau lebif kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu ulang
yang felah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya, berdasarkan
ketentuan yang diatur di dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran 1tang,

“Perusshzan Anak™ berarti, badan hukum atau perugashsan di
bidang keuangan vapg sahamnya dimiliks oleh bank, batk langsung
manpun Gdak lengsung, sebagaimana yang diatur dalam FBI Nomor
1671 5/PRI/2008 tentang Kewajiban Pomenuhan Modal Minimum Bank.

“Opsi” borarti, bak untuk momilih yang dibenkan kepads suatu
pihak berdasarkan ketentuan suatu perjaniian atay peraturan perundangan-
undangan yang berlaki;

“Subordinasi” berarti, pinjaman yang pengembaliannya berada
pada ututan yang paling bawab dibandingkan dengan kreditur yang lain.
Dalam hal pinjaman Subordisasi, maka apabila tegadi likedass, hak

tagtlmya berlaku paling skhir dari segala pinjaman yang ada;

 inid,
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1.8,

“Surveillance” berarti kegistan memonitor risiko yang mungkin
timbul pada lembaga dan pasar keuangan,

“Tahun Fiskal” berarti, jangka waktu selama dua belas bulan
berturut-turat sebagai dasar penyelenggarasn dan penutupan buku dan
suatu badan usaha untek menetapkan hasil usaha, keadasn keuangan,
rencana kena dan angparan,

“Fier” berarti tingkatan atay lapisan dari suatu wrotan, Dalam hal
ini adalah modal Bank yang terbapi dalam beberapa tingkatan atau lapisan
dan fingkat yang paling utama sampai vanp paling bawash, yaits Ter I,
Tier 2, dan Tier 3.

METODE PENELITIAN

Meiode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Melode
yuridis normatil digunakan untuk menganalisis dala yang roengacu kepada
norma-notma hukem yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
serta filosofi dan fecr hukum mengenai pentingnya permodalan bag
pelaksanaan  kegiatan  usaha  Bank  yang pada  akhirmya  dapat
mempengaruhi turgbuls kembangnya stabihias sistern keuangan yang sehat
dan bok.

Data sekunder di bidang hukum yang akan ditglit melipuli bahan-
bahan hukum primer, yailu peraturan perundang-undangan yang berkatian
dengan masalah perbankan, khususaya bank umum konvensional, selain
it buku-buku atan dokumicn yang terkait deagan perbankan, Perseroan
Terbatas, Pasar Modal, dan hukum perjanjian.

Bahan-bahan hukum primer lainnya yanp akan dipergunakan
adatah buku-buku atan dokumen-dokwmen yang berbubungan dengan
perbankan, Persercan Terbatas, Pasar Modal, dan bukum pesjaniian
{schagaimana yang dianggap relevan dengan topik dan pembahasan yang

skan dimuat di dalam Tesis in).

14

Universitas Indonesia

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



1 36!

Sementara itu, bahan-bahan sekunder vang akan dilelint adalah
bahan-bahan vang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan
diherapkan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan
hukum primer.

Selain ifu, penulis juga akan melakukan diskusi dengan nara
sumber dart B, praktisi di bidang hvkum dan perbankan mengenal topik

dan permasalahan yang dibahas di dalam Tesis int.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Tesis ini dibagi dalam 5 (lima) Bab,
yang masing-masing bah tersebut memiliki beberapa sub bab tersendid,

yang secara garis besar dapat dinratkan sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

Bab ini msrupakan pengantar atau pendshuluan dari keseluruban
materi yang akan dibahas di dalam Tesis, yang didalamnya akan
menguraikan secara wmum tentang keadaan-keadaan yany berhubungan
dengan objek penelitian, seperti latar belakang peomasalahan, pokek
permasalzhan, tuivan dan  manfaat penulisan, kerangks feori dan

konsepsional, metode penelitian, dan sistematika peaulisan,

BAB 2 — TINJAUAN 1MUM TENTANG PERBANKAN
INDONESIA, ARSITEKTIR PERBANKAN INIBONESIA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Bab ini akan menpuraikan tinjauan mengenai perbankan Indonesia
scoara garis besar, yang melipuli sgiareh lahitoya perbankan di Indooesia
serta fungsi dan peran perbankan dalam perckonomisn Indonesis. [
dalam Bab int Penulis juga akan mengnraikan mengenal AP, termasuk

landasan, dasar hukum, den agpek hukum terkait talnnnya yang mendasari
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kelahiran APL vang menjadi salah sato acuan atau pedoman bagi BI dalam
mengeluarkan kebijakan vang berkaitan dengan rencana pengembangan
dan pengawsasen perbankan di Indonesia.

Pembahasan di dalam Bab ini jupa akan meliputl penjelasen
mengenai perbanken dikaitkan dengan Stabilitas Sistem Keuangan (S8K),
termasuk pengaruhmya terhadap pembanpunan perekonomian secara

RN,

BAB 3 - STRUKTUR PERMODAT AN BANK UMUM

Bab ini skapn membabas pengafuran secara umum  mengenal
struktr permodalan Bank Umum dan dilanjutkan dengan pembahasan
mengenai implementasi API khsusunya yang terkait dengan ketentuan
Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum (KPMM) yang harus
dipenuhi oleh Bank Umum, yaog meliputi pengaturannya di dalam
peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnye,
fuisan dan fungsi modsl bagi Bank, sumber dana, serfz alternatif
pendaraannya, sistorn penghitungan dan pemeriksaan fingkat kesehatan
perbankan, sanksi hukum atas pelanggaran dari ketentuan KPMM tersebut,
serta anslisa menganai strukfur permtodalan Bank dikaitkan dengen

keterduan hukum yang berlaku di bidang Perseroan Terbatzas.

BAB 4 -~ ASPEK-ASPEK HUKUM  YANG  HARUS
DIPERHATIKAN BEHUBUNGAN DNGAN PINJAMAN JANGKA
PANJARG SEBAGAI MODAL INOVATIF YANG MENJADI
KOMPONEN DARI MODAL INTI

31 datarn Bab ini, Penulis akan memapatkan mengenai hal-hal
yang merjadi permasalaban dalan penulisan Tesis, Bab ini ekan bena
uralan mengenal aspek-sspek hukum khususnya yang terkait dengan
Modal novatf yvang dimaksud dalam PBI No. 10/2008, yaitu mengenai

aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan slates pinjaman vang dijadikas
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Muodal Innovatif, kedudukan dan perlindungan hukum yang dapat
diberikan kepada psmbari pinjaman, sspek hukum perjanjian yang terkait
dengan penerimaan pinjaman Jangka panjang oleh Bank, aspek hwmkum
terkait dengan konversi atan pengubahan pinjaman jangka panjang
tersebut menjadi Modal Intt Bank, serta aspek hukum yang lainnya yang
sekiranya perlu diperhatikan sehubungan dengan Modal Inovatif yang

merspakan pijaman jangka panjang.
BAB 5~ KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang
vang dibahas di dalam Tesig ini serta satan-saran yang coba disampaikan
oleh Penulis schubungan dengan aspek hukum apa ssja yang haros
dipsrhatikan terkait dengan pemenuban Modal Int Minimum, khususoys

vang bersamber dari pinjaman jangka panjang.

e ok
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2&10

BARZ
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN,
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
DAN STABLLITAS SISTEM KEUANGAN

PERBANKAN INDXONESIA

Perbankan merupakan salah satu beniuk lembisgs kevsngan yang
sudalt dikenal di Indonssie jauh sebelum Indunesia mexdcka dan telah
menjadi salah satu penopang kegiatan Jaju pergerakan ekanomi Indonesia
khususnya, dan di negara-negara lain pada umumnya.

Dari sejarahinya, perbankan terbukti telah memainkan peravan vang
sukup sigmfikan dalam menopang transaksi perdaganpan di berbagai
negara dari masa ke masa dan pada akbimya menjadi salah satu tolok ukur
yang dapai mempengarahi imaju soundaraya perekenomisn sualy bangsa.

Secars langsung maupun tidak langsung, bak bursknya koadisi
perbankan di suatn negara dapat mempengarahi stabilitas keuangan di
negaes tersebut secara keselnruhan.

Hal ini dapat dilibat dayi pengalaman yang tedadi i Indonesia
pada era tahun 1997 an sampas saat ini, dimana pada periode itu perbankan
di Indonesia mengalami guncangan vang cukup hebat sebugai imbas dar
krisis moneter dan ekonomi dunia yang ferjadi pada mmsa it sehingga
memaksa Pemenintah untuk {urit campur tangan dalsm memperbask:
kondisi perbankan Indonesia melalui badan yang dibentuk pemerintah
vaity Badan Penychatan Perbankan Nasional atau yang disingkat dengan
nama BPPN.

Keterpurukan perbankan Indonesia yang terjadi pads masa krisis
tersehat moenjady pelgjaran yang amat berbarga bagi duma perbankan
indonesia, baitk bagi oloriiay pemerintah selsku pombual kebuakan

maspui para pelaka usaha di bidang perbankan.

I8
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Berbagai peraturan barn di bidang perbankan terus diluncurkan
dalam upaya memperbaiki kinerje dan kualitas perbankan Indonesia agar
bisa bertahan dan ferus meningkatkan daya saingnye dengan perbankan
internasional.

Selain itu, perbankan Indonesia juga diliarapkan dapat berperan
aktif dalam pelaksanaan kegiatan ckonomi yang semakin mengarah
kepada perdagangan global seiring dengan berjelamnya program-program
yang disepakati di dalem WTQ (World Trade Crganization}.

Scbagai bagian awal dan pembahasen di dalam Bab ind, Penulis
akan mencoba menpuraikan secara singkat sejerah dan perkembangan

perbankan di dunia dan di Indonesia.

2.0.1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan di Indonesia

Sebelum memulal pembahasan mengesai peran dan fungsi
perbankan dalam sigtem kesangan yang dapst mempengaruhi
perckonomian  suaty  Negara, berikut adalah  uraian  singkatl
mengenat sejarah lahimya perbankan di Indonesia dari masa ke
masa'®,

Sejarah mencatat balova asal muls dikersinya kegatan
perbankan adalab pada zaman kerajasn fompo dulu di daratan
Eropa, yailu dimulal pada zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman
Yunam kuno dan Romawi vang kemudian berkembang ke wilayah
Asia Barat dibawa oleh kaum pedagang®.

Perkembuogan Perbankan di Asia, Afhika, dan Amerika
juga dibawa olch bangsa Eropa saat melakekan pengajahan ke
Negara jajahannys, baik di wilayah Asis, Afrika, maupun benua
Afrika. Bank-bank vang terkena) di daratan Uropa pada masa itu

M Kasmir, Bank dan Lembaga Keuvanwan Lainnya, (Edisi Revisi 2001, kal. 2731,
" thid, hal, 28.
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adalah Bank Venesin {tahun 1171), disusul dengan Bank of Genoa
dan Bank of Barcelora (tabun 1320)'%,

Pada awalnya, perbankan hanya menjalankan kegiatan
penukaran uang. Pada peckembangannya, kegistan penukaran
uang tersebut berkembang menjadi penitipan wang atan yang
disebut sekarang ini sebagai kegiatan simpanan.  Selanjuinya,
kegiatan perbankan berkembang lagi dengan pominjaman pang,
ditnane uang yang disimpan masyarakat di dalam bank disslurkan
Iagi olch bank kepada masyarakat yang membutubikan dana, yaitu
dalam bentuk pemberian atau penmyalusan pinjaman dari bank
kepada masyarakat.

Kegiatan dan jasa perbankan tersebut dari waktu ke waktu
terus berkembang dan kian beragam seiring dengan perkembangan
dania perdagangan, kegiatan ekonoms, dan twhoologlh. Masyarakat
semakin membutuhkan perbankan vang secara lengsung macpun
tidak langsung telsh mampe membantu percepatan kegiatan usdha
dan perekonomion,

Di Indonesia sendiri, perbankan diperkenalkan pada zaman
penjajahun Hindis Belanda vang pada awainys dibawa oleh
Belands delam melaksanakan kegiatan perdagangannya, Pada
masa penjajahen Belanda, terdapat beberaps bank yang memegang
peranan cukup penting dalam kegatan perdagangan di Indonesia,

ertt De Jovasche NV, De Post Paar Bank, De Alpemenevolks
Maaaiscappii (NHM), Nationale Handles Bank (NHE), don De
Escompto Bank NV. Selain bank-bank Belanda, terdapat juga
heberapa bank milik pribumi, China, Jepang, dan Fropa lainnya,
seperti: Rank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank
Boemi, The Charteraidbank of India, The Yokohama Specivs Bunk,
The Matsui Bank, The Bonk of China, dan Batavig Bank,

% e Cit, bl 28,
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Selain bank-bank milik swasta, sejak kuron waktu selama
masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai dengan saat ini,
Indonesia juga memiliki beberapa bank yang dimiliki oleh
Pemerintah”’. Untuk mendapatkan gambaran singkal mengenai
perkembangan dan sefarah bank milik Pemeriniab di Indongsia,
dapat dilthat dari tabel yang dilampitkan sebagai Lampiran dard
Tesis mni.

Pada perkembangannya, industn perbankan nasional telah
mengalami perkembangan pasang surat sejak beberapa dekade
ferakhir, Salah satu perkembangan yang menyita banyak perhalian
adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang
menimbulkan dampak negatit pada industri perbankar Indonesia,
yang ditandai dengan terkikisnya permadalem bank, meningkatnya
Now-Performing Loan (NPL), vang pada akhimya memakss Bank
Indonesia untuk melakukan penutupan alau pencsbulan ijin usaba
sepumiah bunk.

Dalam raugka mengembalikan kondisi perbankan Nasional,
Pemernintah telah berupaya untuk melakukan beberapa perbaikan,
antara lain melalui restrukturisasi perbankan dan regulasi yang
ielat dimulai sejak tabun 1998 dan masih terus berlangsung sampai
saat ini.

Seperti vang telah dikemaukakan pads bagian awal Bab ini,
tujuan  dari sestruturisasi perbankan dan regulssi 9 bidang
perbankan tersebut bertujuan  untuk menghasilkan perbankan
Indonesia yeog lebih solid dan kokoh, sehingga pada akhimya
memiliki daya saing yang bak i dumia Tnternasional serta
memiliki kekuatan yang baik dalam menghadang gelombang krisis
ekonomi dan keuvangan yang mungkin lerjadi.

Bagaimanapon, tHdak dapat dipungkin  Dbahwa baik

buruknya citra perbankan akan mempengaruhi  kepercayaan

¥ Lor Cif, bal. 2931,
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masyarakat (baik nasional mavpun Internasional} dalam melakuokan
ksgiatan usaha dengan pelakn usaha ¢i suat Negara.
Selain iy, perbankan vang kokeh aken menjadi indikator

yang baik bagi knalitas sistermn kenangan suatu Negara,

2.1.2. Stabilitas Sistem Keuangan ($8K)

Krisis skonomi vang ferjadi pada tahun 1997 scolah-olah
menjadi salsh safu momentum yang membukiikan shwe baik-
buruknya 8SK secara langsung meupun fidak Jangsung dapat
mempengaruhi perkembangan perckonomian di sualu negara,

Suatu sistem keuangan yang stabil:

&, Akan mengiptakan kepercayaan dan lingkungan yang
mendukung bagl pasabah penvimpan dan investor untuk
menyimpan dapanya pada lembaga koumngan, termasuk
menjamin kepentingsn masyarakat terutema nasabah keeil.

b. Mendorong  fungsi itermediasi  kenangan yang efisen
sehingga pada akhimya mendorong investasi dan
pertumbuhan ekonmi,

¢, Mendorong beroperasinya pasar dae memperbaiki alokasi

sumber dava perekonominn.

Oleh karena itulsh sgjak regadinya krisis ekonomi sampai
saat i, pembahazan tentang SSK yang terlihat dard berbagai
publikasi, hasil kajian, geminar dan konvensi (erus menerus
dibicarakan dan menjadi agenda ufama para pembuat kebijakan
baik di ingkat Nasional maupun Internasional.

Walaupun belum ads definisi boku mengenal 58K, secara
umum, SSK diartikan sebagat ketahanan sisterm kevangan terbadap

guncangan  perekonomian,  sehingga  diharapkan  fungsi
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intermediasi, sistem pembavaran yang baik dan penyebaran resiko

tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya'®,
88K jupa disriikan oleh Schinasi (20064} sebagai suatu

kondisi dimana sistem keuangan:

a. Secara efisien memfbsilitasi alokasi sumber daya dari
wakitu ke wakty, duri deposan ke investor, dan alokasi
sumber daya ekonomi secara kessluruhan,

b, Dapat menilai/mengidentifikasikan dan mengelola resiko-
resiko kevangan.

. Dapat dengan batk menverap gejolak yanp terjadi pada

sector kenangan dan skonomi.

Untuk mendukung terciptanya SSK diperlukan 4 (empat)
faktor pendukung, vait':

3. lingkungan ekonom makro yang stabil;

b, lembaga keunangan vang dikelols dengan baikg

¢ pengawasan mslitusi keuangan yang efektif; dan

d, sistem pembayaran yang aman dan handal.

Adanvs tekanan pada sslah satu fakior ifersehut i atas akan

berpengarch kepads fakior vang lammova,

SSK merupskan  kebiiakan pubhik  {Crocker, 1997)
gehingpa sscara winum semua pihak yang terkait dengan sistem
kewangan ikut bertanggung jawab, yaiiu:

&, Pemernintah {(termasuk bank sentral, Lembaga Penjamin
Sunpanan dan lembaga sejenis) vang berfungsi sebagas
otoritas pambuat aturan dan pengawasen,

b. . Pelaku kegiatan usaha kevangan seperli bank, pasar modal
dan lembaga kevangan non-bank,

& Publik, khususnya datam hal el adalabh pelaku kegiatan

gkoromi yang menggunakan jasa kouangan.

¥ Bask Indouesia, Hookier Stabifisas Sistom Kewangan: Apa, Mengapa, dax Bageimana?, hal. 2.
¥ jhid, el 2.
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Dibawah ini adalah gambaran menpenai peranan dan
kedadukan masing-masing subyek yang berperan dalam
menciptakan SSK vang stabil dan sehat. Dari Gambar 2.1, di
bawah ini terlihat bahwa untuk terciptanya SSK yang baik dan
sehat diperlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya ototitas
pengatur dan pengawas hank dan IemE'Jaga kevangan. Disamping
itu, diperlukan juga suate kerangka hukum yang solid, pembagian
tugas dan tanggung jawab yang jelas serta mekanisme koordinasi
yang sfekt! antar lembags, yang dapat dijadikan landasan atau
dasar dalarn upaya menciptekan dan memelihara S8K vang sehat
dan batk.

Gambar 2.1,
Kerangka Bangunan untuk Menciplakan
$8K Yang Baik Dan Sehat

Sumber: Bank Indonesia,

Sistermn Lender of Lam Lembaga Kebijakan
Pragalun Kesort Penjansn Forsrganon
dag Simpanan Krisig
Pepgawasan
81 LoLR) LES Depkeu, BI,
£ (schapni LPS
pengawis

Kerangka hukem vang solid, pembagian (ngas dan tanggung jawab yang
jolas dan moekanisme koordimasi yang cfekuf

Perbankan yang merpakan salah satu subyek peniing yang
terlibat di dalam sistem keuangan di suatu Negara. Oleh karena
itn, perbaikan maupun restrukturisasi di bidang perbankan dan

regulasinya terus mencrus dilakukan dalam upaya meningkatkan
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kualitas perbankan agar pada akbimya dapat meningkatkan

kepercayasn publik dan mendukung  stabilitas perekonomian

bangsa.

Dari berbagal hasil penclitian mengensal SSK termasuk
penclitian yang dilakukan oleh BI melalui Ditektorat Penslitian
dan Pengsturan Perbankan {DPNP), perekonomian sualu negara
akan terpengavuh karena munculnya keadaan-sebagai bertkut:

2. perkembangan gektor keuangan yang sangat signitikan
dibandingkan dengan perkembanpan skonomi;

b. proses flnancind deepening menyebabkan Dberubshnys
komposisi sistem keuangan, dimana pangsa monetary
assefs (secara keselunthan) semakin furun sementara
pangsa nou-monelary asseis semakin mnaik, sehingga
semakin meningkatkan monetary base;

& globalisasi dan cross border inlegration menyebabkan
semakin terintegrasinys svstem keuangan vang tercermin
dari berkembangnya konglomerasi;

d. sistem keuangan ssmekin kompicks terutama instrument
keusngan, produk gdan akuvitas skibat deregulast dan

fiberalisast,

Mengingat pentingnya masalah SSK ersebut, maks bank
sentral yang terdapat & hampic 50 nepars di seluruh dunia telsh
mampunya jungsi dan umit {ersendini yang bertugas mengawast
sistemn kevangan.  Pada umumnya, hasil pengawasan tersebul
dituangken dalam laporan vang dikenal dengan nama Financiel
Stabitity Report/Review yang dapat dibaca di websife masing-
masing bank sentral terselbul.

I3t Indonesia sendiri, Bank Indonesia dengan misinya
“mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalu

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan
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untak  pembangunan  nasional  jangka panjang  vang
berkesinambungan”, telah mengadopsi 4 (empst) stealem yang
dipergunaksn untuk menjaga SSK, yaitu®™:
A pemantapan regulasi dan standar;
. peningkatan nset dan swveiflance;

pumngkatan koordinasi dan keyjasama; dan

d. penetapan jarring pengaman dan penyelesaian krisis,

Adapun keranghka SSXK sesuai visi BI adalah sebagaimana
vang terlihat dalam Diagram 2.1. berikut ini.

Diagram 2.1.
Kerangka KKSK sesuai Misi Bank Indonésia

Sumber: Bank Indonesia

“tdencaps dan memelihara kestabilan nilai nipiak
TW, ” metafui kesiabilan moneter dan pengembanpan
ﬂ} stahilizas system keuzagan untuk pombangunar rasiansl
Jangku panjang yang berkesinambungan™

’?l.zj tan SSK > v

Tuns: skaf monciptaken dan mometiiaes
sysiem kevangan yang siabil das sehat

H

- T
Swategi SSK > ,l, l l l

:

Pemania- Poningka- Peningha- Penztapan Jaring
pan tan Risel & wan Pongamon &
Raguissi & Survei- Kovsdinas: Panyelosaing

H

Standar ianes &Harjazan: ke
intirome s 35 ,L, ¥ ;

« Regalasi st&%ﬂ? Deteksi s Hoordinasi e Lenderallam
& Siandar Din

i Inzernat resen

ZP*BﬁSi& 3 {M“ﬁ::‘ﬁmr s Koordinasi - Kosdisi Normal
o ik’ eksteral - Krisis Sistemik
Prnciples.  Prudensial v Penyeiesaisn Krisis
QPSR v Indiksior - Jaring Pengsan
IASISA,  Mikroprudensi 8 Fengx
tsh al {fagregat}

» [lizipiin
Pasar

2 Pyikuip dari website resmi Bank Tndonesia: hitp//wwiw.bi.go.id.
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22, PENGATURAN TENTANG PERBANKAN INDONESBIA DAN
KEDUDUKAN BANK  INDONESIA SELAKU QTORITAS
PENGATUR DAN PENGAWAS KEGIATAN PERBANKAN DI
INDONESIA

Secara umum, keogiatan perbankan & Indoncsia distur dalam
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan scbagaimana yang
telah diobah dengan Undang-Undang No. 10 tshun 1998* (“UU
Perbankan®),

Sebagai pelaksanaan dari UL Perbankan tersebut, Bank Indonesia
juga telah menerbitkan berbagal peraturan yang sampai saat il masih
terng dikembangkan dan disempumakan seialan denpan kebutuhan dan
perkembangan perhankan maupun kebotchan dwos usaha vang semakin
kompleks.

Pada awalnya, berdagarken Undang-Undang No. 13 ishun 1968
tentang Rank Sentral, Bank Indonesia dikukubkan sebagai Bank Sentral™,
Berdasarkan undang-undang ini, Bank Indonesia memiliki kedudukan
sebagai pembantu Pemerintah®. Hal ini menjadikan Bank Indonesia
menjadi tidak independen karcna masih membuks peluang adanya
intervensi dan pihak loarn

Banilah pada tahan 1998 denpan dikelvarkannys Keputusan
Presiden No, 23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang Kebijakan
Moneter, dan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1998 tentang Pembentukan
Kepanitiaan  untuk  menyusun  Rancangan Undang-Undang  tentang
Kemandirian Bask Semtral, mulal dirumuskan suate undang-undang

mengenat Bank Sentral yvang beriujuan uniuk menciptaksn Bank Seniral

* Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentany Perbankan,
2 Undang-Undang No. 13 iahun 1968 tentang Bank Setral,
2 ibid.
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yang mandird, independen dan tidak dapat dipengarubd oleh unsur dan
pihak manapun™,

Kemandirian dan independensi Bank Sentral ini merupakan kunci
penting unfuk menjamin  terlaksananya fupgsl  pengawasan  dan
pelaksanaan perbankan yvang baik dan efektif.

Berdasarkan hal iulah, maka pads ishun 1999 dikeluarkan
Undang-Undang No. 23 tahun 1999 fentang Bank Indopesiz sebagaimana
ielah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 {"UU BI™), UU
BI ini sekaligus meropaken landasan hukum bapi kemandirian dan
independensi BI. Bewdasarkan UU Bl ini ditegaskan mengenai tmjuan
tunggal Bank Indonesia serta independensi Bank Indonesia baik dari segi
kelembagaan, fungsi, rmansjemen, personalia pimpingn, maupun
anggaran’,

Berkailan dengen status sebagal lembaga indepoenden inl, pihek
iain  dilarang  melakukan segala bentuk campur tangan levhadap
pelaksanaan tugas BI dan BI wajib menolak danfatau mengalsaikan segala
bentuk campur langan dart prthak mapapun dalam rangka pelaksanaan
tugasnya®®,

Berdasarkan UJ BI, status BI merupakan badan hukum, yang
melipuh badan hukum publik maupun badan hukum perdata.  Dengan
statusnya tersebut, terlibnt babwa Bl memibiki anggaran vang terptssh dan
Anggaran Pendapalen dan Belanja Negara (APBN}.  Dalam stalusnya
sclaku badan hukum ppbbk, Bl memilild tugas dan fungsi uniuk

* Koputosan Presiden No. 23 tahun {998 ientang Pemberian Wewenang dan Kebijakun Monerer
don Tnstruksi Presiden No. 14 tahun 1998 1enjang Pembeniukan Kepanitinan unlok menyusun
Rancongsn Undang-Undang lenlang Kemundinan Bank Sentral,

B 3ular Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia divumusken bahwa
Bunk Indoncsia adalah lembaga Negara yong indcpendon, bebas dan campur tanpan Pemerintah
davatau pibalepihak nlonya kesusht wak hal-hal yang secara fegas dinter dulerm Undung-
Unglong ind. Srbugal lembags veng independen, Bank Indonesia mewilild stonond pongh dalam
pelsksnaasn tugosnya,  Disumpleg e, umuk lebih meshiovn indepoadenst tormebwt maka
kixhudukan Bank Indonesia berade ¢i luy Pemovinmh. Pencaniumas sistus independent dolam
Undang-Undang No. 23 tahae 1959 jareebui dipelrokun untuk memberilan dosar hukum yang
kuar, menjamin kepastien hukem dan Ronsistensi slalus kelembagaun Bank indonesin,

* Pusul 9 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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menatagkan peraturan yang mengikat masyarakat luas scsuai dengan tugas
dan kewenangannya. Sedanglan sebeagai badan hukum perdats, BI
memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hwkum selaku subyek
hukum perdata®

Berdasarkan UU BI, BI memiliki tyjuan tunggal, yaitu menjaga
stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dard
perkembangan laju inflasi dan stabilitas Rupiah terhadap mata uang vang
Tain®,

Untuk memastikan bahwa tujuan Bl tersebut dapat fercapal secars
clektif dan efisien, terdapat 3 (tiga) pilar yang merupakan tuges utama
Barnk Indonesia, yaifu:

& nengtapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistern pembayaran; dan
B mengatur dan mengawast bank.

Sclain itu, sebagaimana yang telab dikemukakan pada Sub Bab
angka 2.12. di atas, Bank Indonesia selaku oforitas pengatur dan
pengawas perbankar dan lembaga keuvangan juga memiliki peranan yang
cukup perting dalam menciptakan dan memelthara SSX. Melzlui barbagas
program dae stratem 88K yang dualankan oleh Bank [ndonesha sejek
fahun 2003, Bank Indonesias telah herperan aktifl dalare mendorong
ferciptanya SSK tersebut,

Pelaksanaan fungs untuk mendorong dan mengimplementasikan
program-program 53K tersebut dilaksanakan oleh Bank lndonesis melaln
Diirektoral Penelitian dan Pengaturan Perbankan {BPNP) Bank Indonesia
vang kemudian telsh membenluk Bro Stabibtas Sistem Keuangen
{BSSK). BSSK ini bertugas melakukan penelitian terhadap SS8K termasuk
wentifikast atas hal-hal vang dapal mempengarubi SSK dan wakin ke
wakiy serfa memberikan rekomendasi analisis dampak sistematik
penutupan beberapa bank vang bemmasalah.  Hasi penelitian BSSK

terscbul diterbilkan secara nungguan dalam bentuk weeldy repori dan

37 Pasal 4 ayat {3) Unclung-Undany No. 23 tahun 1999 tenizng Bank [ndenesia.
“ Pagal 7 Undang-Undang Na. 23 tatisn 1999 tentang Bank Tndonesix
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laporan triwnlanan”. Lebfh lanjut lagi, Bank Indonesia juga tclah
membentuk  Komite  Stabilitas  Sistem  Kevangan (KSSK)  yang
beranggotakan pimpinan satuan kera terkait di Bank Indonesia sebagal
wadah untuk saling berkoordinasi dan tukar menukar informasi mengenal
SSK.

2.3.  ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Dalam rangka melaksanakan reformast  dan  restrukturisast
perbankan nasional pasca keisis ckonomi ahun 1997, maka sebagal salah
satu pelaksangan fungsi dan tugas Bl sclaku pengawas dan pengatur
perbankan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu
dari bab ini, BI telah menpeluarkan Arsitekiur Perbarikan Indonesia
{*APY"} atau cetak biry dari arsitektur Perbankan Indonesia sehagai svato
kerangka moenvelursh yang meliputi arab, bentuk dan tslanan industr
perbankan Indonesia dalam jangka lima sampa sepuiuh fahun ke depan,
vang berlandaskan pada visi “mencapai suatu sistim perbankan yang sehat,
kuat dan ¢fisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam
rangka membantu mendorong pertumbuhan ekenomi nasional™*°,

APl bukan hanya murepakan suatu peolicy recommendation bagi
indostnt perbankan nasfonal dalam menghadapi segels perubahan yang
terjadi di masa mendatang melsinkan jupe mewupakan poficy direction
mengonal arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun wakiu
yang cukup panjang’ .

Menurat pendepat Pemulis, APL senditi schenamya  dapal

dipergunakan untuk menjewsb iantangen bagaimana perbankan nasional

dapal memberikan dokungan kepada perckonomisn nasional dalam

* Diambil dari sitng resmi Bank Indonesia: htp/www . go.id, dan penjelasan dari salab satu
personil DPNP Bank Indenesia yang diwawancaral oleh Penulis.

M Siaran Pers Bank Indonesio, “Peluseuean Sreilekier Porbaakan rdonesis™, Jampr: 21684,

* Sugiario, Agns, VArsitckiur Pecbankan indonesia: Suaty Kebuluban das Tontengen Perbankan
Kedepan”, Artikel vang dimunt & harfon Kompas, § Juni 2003, hel. L
kit
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konteks pembangunan nasional yang berlanjut atau swswinable. Hal inl
menyanghut perbankan dalam kaitan yang lebih lpas {sistim perbankan)
dan hubungan fungsionalnya dengsn perckonomisn dan pembangunan
nagional, termasuk kondisi vang ada denpan peluang serta tantangan di
dalan dan diluar perbankan.

Sejak diluncurkannya pada tanggal 9 Januari 1994, API telah
mendapat beragam tanggapan dalam bentek saran dan kritik membangun
untuk menjadikan program-program APl lebih terintegrasi dengan
program perckonomian pasional. Selain itu, perkembanpan perbankan
secara global juga menuntul adanya penyesusian ferhadap propram-
program APL agar pada industri porbankan nasional memiliki daya saing
yang baik di dunia Internasional. Bertolak dari adanya kebutubhan tersebut,
Bl telah menyusun kembali program API dan menuangksnnye dalam
Buku API edist kedua.

Sevara  keselurvhan, penyempurnsan  tersebul  menyebabkan
bertambahnya propram dan kegiaten APl yang skan dilskukan secarn
bertahap sampai dengan tahuin 2013, Semuls terdiri dan 19 program
dengan 34 kegiatan, menjadi 20 program dengan 55 kegiatan.

Pada dasarnya, implementasi API di Indonesia seiring dengan
implomentasi arsitektor Keuungan global yang diprakarsal oleh Bank for
Intgrnasional Settiements  (BIS”Y  yang  morupakan  organisasi
Internasional yang mendorong kerjasama moncter dan keuangan secara
Internasional dan melakukan tugas sebagai bank bagi bank senteal™.

Dalam upaya menciptakan pedoman kebijakan dan pengawasan
bank yang seragam di berbagai Negara, pada tahun 1974 BIS membentuk
Basel Conanitice on Banking Supervision alau lebih dikenal dengan
schatan Basel Commitiee yang merupakan komite yang dibentuk secara
sukarela der oloritas pengawss i beberapa Negara (umumnys Negara

yvang tergabung dalam G-10 dan beberapa Negara lainnys).

R Mare Saidenbery dan Til Schuermann, "The New Basel Capital Accord and Questions for
Research”, The Wharton Financial Tnstitwions Centor, Federal Reserve Bank of New York: May
2003, hal. 3.

b ]
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Komite ini tidak memiliki badan storitas pengawasan lintas Negara
yang resmi dan keputusan vang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai
dokumen hukum vang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa®,
Sebelum membabas salu per satu mengenai AP, dalam Hab ini Penulis
akan memberikan yraian mengenasi Jatar belakany dan dasar pemikiran

yang menjadi basis dalam pembentukan dard AP tersebut,
2.3.1. Basel I1 Scbagai Basis davi Arsitektur Perbankan Indonesia

Subagai pelaksanzan dari fungsi dan tugas yang diemban
oleh BIS, Basel Commitice merumuskan dan mengembangkan
podomtan kebijakan sertz pengawasan yang bersifat umum dan
membenikan pernyataan yvang berlaku umum {bayt practice) vang
diharapkan agar pars oloritas pengawas di masing-masing Negara
dapat mengadopsi pedoman fersebut sesual dengan kebijakan
pengawasan yang diterapkan di masing-masing Negara3 i

Salah  sam  produk  utama Basel Committeez  adalah
penetapan  standar permodalan minicun  untok bank-bank b
seluruh duria yang dikenal dengan nama Basel Capited decord T
atau Acocord 88 vang untuk pertama kali dipublikasikan pada bulan
Fuli 1988 vang dirumusksn dalam suatu dokomen yang berjudul
Stnternational Convergence of Capiial Measurement and Capital

Stendards™ dan wlah diterapkan oleh selurgh anggoia Hasel
Committec

* Bank Indonesia, “Sckilas Basel 11", hookiet vong diterbitkan oleh Bank indonesia, hat. 41,
R Phid,
¥ Op Cit, hal. 5.

Basel Accord atau Accord 88 tersebul memuat beberapa rekomendasi, antarn
lain mengenai rasio keeukupan modsl mininnun sebesar 8% yang harus dimiliki oleh
bank khususnyn bank vang melakukan kegiatan Interaasional seeara ahiif,

Crengan rasto kecukupan modsl sehesar 8% Lerselny divakini dapat menurankan
ristke insolvabilitas serta memperkeeil perbedaan yanp bersifal kompetiu! sehingga
wrcinta kesehwann dubom indusiri perhankan iperozsional,

Dalars standdar fersebut, penghitungan rasio pormodaian dilabukan dengan
meogclompokkan nuet bank dalase boeberana Rategori ristko dun dibed bobol tortontu
valty, 0%, 20%, 30%, don 100%. Bank dipersvaratkan unink memisakon eksposurayn
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Seiring dengan porkembangan sisten kovangan yeng
semakin komplcks, maka pada bulan Juni tahun 2004 Basel
Commitiee mengeloarkan dokumen “Tnternational Convergerce of
Capital Measurement and Capital Standards -~ a Revised
Framework” atan vang dikenal dengan nama Hasel 1I yang
merupakan kerapgka permodalan baru yang memakal Acord 28
sebagai struktur dasamnya™",

Basel H memberikan penckanan kepada perbitungan modal
vang lebih sensitif terhadap nisiko (risk sensitive capital allocation)
serta memberikan insentif terhadap peningkatan kuslitas penerapan
manajemen risiko di bank®".

Tujuan utama Basel 7 adalah untek  meningkatkan
kcamanarn dan kesehstan sistem keuangan melalui peningkatan
kesetaraan  dalam  perssingan  {(Jevel plaving fieldy deopan
menciptakan alterraiil pendekatan yang lebib komprehonsif dalam
perhitungan keoulupan modal bank sesual dengan profil risikoenya.
Meskipun terlihat lebih kompleks, namun prinsip-prinsip dasar
yang dipunakan dalam Basel If dapat diadopsi oleh berbagai jenis
bank dengan hbngkat kerumitan dan kompleksitss bisms yang
berbeda-beda’®,

ke dalum berbagsl katepori yang menppsmbarkan kesamzan fipe debitor.  Bksposur
kenada nasabah dulam Upe yang suna (sepenst gkspasur kepuda scmua nusabab korporasi)
skann memiliki persyarstan  modal  yang sama tanpa  miemperhaiikan perbedausn
kemumpuan pembayaran kredil dan risiko yang dimiliki olch masing-maging individu
nasabah,

® Loe Cit hal 6- 7.

** foe Cit, hal, 7.

B Loe Cit, hal. T— 11,

Kevangka Hasel I disusun bedeswkan forword looking oppreech yanz
mamungionkan dilakukennys penyempurosan dan penvesuniua dari wokty ke wakiu
shingga memungkinkan rovim pormodslin int mengilostt perubshan yang terjudi & pasar
maupmn porkembengan ~perkembangan dalun menmomen vistho,

Secars resmi Busel H aken dbmplementasikan secary keschavbhun pady uhun
2007 amuk Nepare-negari yany terpsbung dalam G-18. Adppun penerspun Seved 7 31
Negars-negasn non-G-30 disershkan  pade  kebijskan  owritas  setempal  dezngan
mengembanpkan priontas, kestapoan dan infrastiroklur yang lersedi,
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Struktur Basel [ dapat digambarkan sebagal suaiy bentuk
bangunan seperti vang terlihat pada Gambar 2.2,

Gambar 2.2.
Strukfur Basel I

Sumber: Bank Indonesia

it Basdil. T e

3P

Darl Gambar tersebul, pada dasamya struktur Basel f7
feediri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu®":

a. Pilav  Pertama,  Minimum  Capital  Requirements.
Mensyaratkan modat minimum vang harus dipenuhi oleh
bank dengan memperhitungkan risike kredit, risiko pasar
dan ko operasional dari bank ity sendirt.

+3 Pilar Keduz, Swupervisory Review Process: Merupakan
proses pongawasan yang dilekukan oleh pengawas unink
memasitkan bahwa tingkail permodalan bank telap berada
pade togkatan yang aman dan proses perbilungan vang
digunakan cukup memadal untuk menggambarkan profil

risike Bank secars uluk; dan

M Loe Cir hel. 9-11.
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c. Pilar Ketiga, Market Dicipline: Terkait dengan disiplin
pasar mekalsl aspek tansparansi dan pengungkapan kepada
publik (diselosure) sehingga memungkinkan para pelaku
pasar  untuk melskukan penilaian secara  independent

terhadap profil risiko dan kecukupan modal bank.

2.3.2. Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indenesia

Sistim perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan
yang kuat selunges pada gilirannys zkan mendorong kepercayaan
nasabah {sigkeholdery yang selanjuinya bank akan mampu
memperkust  permodalan  melalui pemupukan labs  ditabhan,
Selanjutnya perbankan nasional vang beroperasi sccara efisien
akan mampu meningkatkan daya saingnya sehingpa tidak hanya
jage kandang vaits hanya mampu bersaing di segmoen pasar
domestik tetapl justry diharapkan produk dan jasa perbankan yang
dgitawarkan bank nasionz] mampu bersaing di pasar internasional.

Ofeh karemanya, dalam 10 {sepulub) sampai dengan 15
{hima belas) tahun kedepan, APT menginginkan akan terdapat
a. 2 {dua) sampai 3 (tiga) bank dengan skala bank

{nternastanal;

b. 3 (Liga) sampai 3 {lima} bank dengan skala Nasional;

124

30 {tiga puluh) sampai 50 (lima pulub} bank yeng kegiatan
usahauya terfokus pada segeen usaha tertenty dan BPR
{Rank Perkreditan Rakyat) serta bank dengan kegiatan

gsahs terbalas.

Pada Gambar 2.2, dapat dilibat Swukinr Perbankan

Indonesia sesual Visi AP,

** Diambil dari situs resmi Bank indonesia: hitp/ivavw.bigo.id.
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Gambar 2.3,
Straktur Perbankan Indonesia
Sesuai dengan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia

Sumber: Bank Indonsia

Redoctaf fraif
Rp iliury

43

310

2.1

Secara keseluruhan pelaksanaan program implementasi APL
terdint atas 6 (enam) pilar dan tnplementasi piler-pilar dimaksud
dilaksanakan dengan 19 {sembilan belas) inisiaif yang
pelaksanzan selurubimya telah dimulai sejak tabun 2004,

Beordasarkan penjelasan resmi yang diktip dan situs BI
mengenal Program API, ke-enam pilar program APl terscbut
adalah sehagai berikat:

a. menciptakan struktur perbankan domestik yany schat yang
mampy menennhi kebutuban masyarakat dsn menrdorong
pembangunan ekonotn nasional yang berkesinambungan;

lx. menciplakan sistem pengaturan dan pengawasan bank vang
efektil dan mengacu pada standar Internasional;

<, mentiplakan indusird perbankan yang kuat dan memiliki
daya salng yang {mggi serta memiliki ketahanan dalam
menghadapi risiko;

d. menciptakan good corporats gevernanee dalam rangka
momperkual kondisi infernal perbankan nasional;

e. mewujudkan infrastruktur yang fengkap untuk mendukung
terciptanys industri perbankan yang sehat; dan
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f. mewniedkan pemberdayaan dan perlindunpan konsumen

jasa perbankan.

Ke-snam Pilar APl tersebut di satas disusun dan
dilaksanakan secara terpadu dan terkail safu sama  lainuys,
sehingpa dibarapkan dapat merjadi swatu tatanan yang kokoh
uniuk pengembangan perbankan di Indonesita dimaga mendatang.

Program API tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap
perbankan nasional tetapi dalam  internal pengawasan yang
dilakukan oleh BI jnga ferdapat aktivitas yang dilakukan melaldi
kegiatan pilar yang ke-3 yaitu peningkatan fungsi pengawas dan
pemeriksa bank vang selama inf merupakan kewenangan BL

Ke-enam Pilar API tersebut dapat digambarkan sebagai
suatu bangunan dengan 6 (cnam) Pitar®! seperti yang terlihat pada
Gambar 2.4,

Gambar 2.4,
Strukiur Bangunan § {enam) Pilar
Srvitektur Perbankae Indoeensia

Sumber: Bank Indonesia

T Dhiambil dard 5Bus resmi Bark Indosesia: hpfhwwe Blge fd/webfid

37

Universies Indonesia

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH Ul, 2008



Sehubungan dengan pilar pertama darn program AP
tersebut yaitu struktur perbankan yasg kuat, merupakan landasan
yang paling utama dan menjadi larget utama dari BI oatuk
pelaksanaan  pengembangan  dan  pengawasan perbankan di
Indonesia.

Pilar pertama fersebut dapat direalisasikan dengan adanya
modal perbankan vang kuat agar perbankan memiliki kemampuan
yang lebih batk dalam melaksanakan dan menpembangkan
kegiatan usaha di masa mendatang, termasuk mengantisipasi setiap

risiko vang mubgkin dihadapi.
2.33. Pelaksanaan APl dan Bagel

Dalam menerapkan Basel i yang telah diteremahkan ke
dalarn APL 2004, otoritas perbankan Indonesia, dalam hal i Bl
telah menyusun langkah-langkah persiapan dalam mengorganisic
dan menjadwalkan pelaksanaan sstiap lahapan dalam pelaksanaan
Basel I dan APl tersebut dalam suatu Roadwiap Implemeniasi
Basel 17 Penyusunan  Koadmap tersebul  dibuat  dengan
mempertimbangkan kondisi perbankan Indonesia saal inl sorfa
argel yang realistis yang sekiranya dapat dicapaiﬁx

Secara umum, pendekatan vang akan diporgunakan adalah
peadeksian yang paling sederhana yaily Stavdardised Approach
unlwk perhitungan risiko kredit dan Basic Zudicator Approach
unituk perhitungan risiko operasional™.

Sehubungan dengan Roadmap tersebut, sebagaimana yang
dikntip dart buku kecil benudul ‘Seiifas Basel i, Upaya
Meninghutkan Managjemen Risiko Perbuanken® yang disusun oleh

Dhrgktorat Perelbitian dan Pemgaturan Bank, Bank Indonesis,

2 hid.

M Bank indonesia, Ditcliorg Peaslition dun Pengaturan Perbankon. " Sekifas Basel H Lpuva
Meninghoskan Manajemen Perbeodian ™, i, 29

3%
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beberapa langkah persiapan teleh dilakuken olch BI, antara lain

mencakuyy

B Perumusan Ketentuan

BI felah membeniuk Working Group Basel IT yang
bertugas melakukan kajian mengenai beberapa aspek dari
penerapan dart Bage! IT &1 Indonesia. Hasil kajian fersebut
berupa rekomendasi pengaturan yang selaniuiye akan
diformulasikan dalam bentuk Consudiative Paper {CP) vang
akan  didistribusikan  kepada  sigkeholders untuk
mendapatkan masukan, pendapat dan saran-saran. Salah
satu area pengaturan yang diperkirakan akan mengalami
perababan  sigmfikan  adalah ketentuan mengenail
permedalan  Bank Perubahan keteptuzn mengenai
permodalan akan  menjadi  scuan  niama  dalam
mensinergikan beberapa ketentuan lainnya. Sementara Hu,
beberapa hetentuan teknis ferkait akan disusun sebagai

subordinasi dari ketentuan mengenai permodalan.

b, Maonitoring Kesiapan Perbankan
Unluk memastikan bahwa indusid perbankan felah
melakukan  lengkah-langkah  persispan menjelang
pencrapan Suvel 11, maka kepada sctiap Bank diminta untuk
membentuk {im monitoring yang akan berperan scbagai
konsultan bagi manajemesn dalam menyusun  langkahe
jangksh vang diperiukan terkail dengan kesiapan Bank

untuk menerapkan Basel /7.
¢ Penyempimaan Laporan Bulanan Bank Umum

Sebagal bagian dari proses adopsi farernational

Aveonnting  Standards  di perbankan Indonesia sertn
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mendukung  penyedisan deta yang memadai, maka
penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum menjadi

salah satu aspek yang akan disempumakan,

d Program Komumnikasi
Disamping langkeh-langkah yang bersifal teknis,
untuk  meningkatkan pemahaman tentang  keranpgka
permodalan yang baru, Bl secara kontinu telah melakukan
kegiatan sosialisasi informasi kepada masyarakat. Melalui
kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman

yang Jebih baik mengenal Basel /7 dan penerapannya.

e. Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Pengawasan
Rank
Agar proses pengrzpan Basel [/ berialan lancer,
maka pada proses swsl ponerapan Bose! 7, Bank hanus
mengikuti tabapan-tahapan yang ditetapkan olch Bl Pada
saalnys, apabila Bank bermaksud menerapkan internal
model dan telah menwnjukkan kesiapan dan kemampzan
yang memadal, maks Bank tersebut depst mengajukan
permohonan kepada Bl Sclaniuinya, Bl akan melakvkan
penclitian dan verifikas) mengenai kesiapan BanX yang
bersankuian sebelum akhiinys memberikan izin kepada

Bank untuk menerapkan intemal modelnya sendisi,

Apabtle pemenuhan selurah kondisi dan persysratan vang
ditentukan fclah {ercapal, maka bank telah siap uniuk bemlih ke
pendekatan yang lebih maju dengan persetujuan Bl Selurub Pilar

dalam Base! 1T akan dilaksanakan secara bertabap dan dibarapkan

dapat ditgrapkan sepenuhnya pada tehue 2014,
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Adapun pelaksanaan Bgsel I di Indonesia difokuskan
kepada pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risike
oleh perbankan nasional sesusi dengan Pesaturan Bank Indonesia
MNomor S5/8/PBF2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum®.  Upays peningkatan
kuaiitas manajemen risiko ini akan diterapkan kepada sermua Bank,
baik bank besar maupun kecil,

Hal ini dibarapkan dapat mengurangi dampak negatif vang
mungkin ditimbulkan oleh tingkat persaingan sniar Bank vang
disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan kesiapan Bank dalam
menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta
infrastruktumya.

Khusus mengonal dampak penerapan Basel I terhadap
modal Bank, sampai sast ini Bl bersama-same dengan sejumlsh
Bank masih terus mengadakan studi untuk mengetahui dampak
kuantitatif penevapap Hasel I terhadap modal Bank, Manajemen
Bank harus mengantisipasi dampak perubahian rasic permodalan
Buank termausk mempersiapkan berbagai sumber yang tersedia
unfuk memperlaharkan rasio permodalan agar bemda pada
tingkatan yang sepadan dengan profil risitke Bank ifu sendin
Rerdasarken hasi studi, penurunan CAR {Capital Adeguacy Rutio}
vang cukup besar terfadi pada Bank yvang memilikd tingkat risiko
yang besar juga.

Disisi lain, Bank yang porfofolio kreditnya didominasi oleh
kredit retail dan KPR {Kredit Permilikap Rumah) hanya mengalami
perubahan rasio permodalan vang relalif keeil,  Hal dischabkan
ATMR retail dan KPR lebih rendah dart yang diterapkan saat ini.

Dalam kerangka pelaksanaan API dan Basel II, peningkatan
permodalan Bank mevupakan salah satu target nlama. Dengan

dukungan modal vang baik dan memadai, dikstrapken Bank dapat

H 1bid, wal. 25,
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mengembangkan sumber daya dan feknologi informasi vang
diperiukan,

Agar peperapan Basel [T dan API dapat berjalan denpan
baik, periu dilaknkan beberapa pemberesan di tingkat perbankan,
yaitu dimulal dengan penerapan prakiek manajemen risike yang
baik, penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepada Standar
Akuntansi Inlernasional, pencrapan penghitungan permodalan
secara koosolidasi dengan perusahaan terfentu dalam  sektor
keuangan kecuali asuransi, das pengakuan perusaliaan pemeringkat
agar dapat melakukan pemeringkatan yang obyeki! terhadap
debitur Bank®,

23.4. Peperapan Basel IT di Negara Lain

Strategl dan cera penerapan yang dipilih oleh ssata Negara
untuk mererokan Basel 1, bisa berbeda-beds dan bervanasi sesvai
dengan kondisi dan perkembangan perbanksn & masing-masing
Negara.

Untuk Negara-negara di kawasan Asis Tenggara, kebijakan
penerapan Basel Il umumnya diawsli denpan penggunaan
pendekatan vang paling sederhana.  Perbedaan kehijakan terloiak
pada tahapan selanjuinya ketika bank akan welskukan migras

dengan menggunakau pendekatan yang iehih maju.

Berikut adaiah uraian singkst mengenai penerapan Basel
di beberapa Negara*®:
a. Perancis:
Mengacu pada High Level Principles for the Coss-border
Implemeniation of the New Accord dan EU Directive

provision, Secretariat General de la Commission Bancuaire

* O Cit, had. 77,
¥ Loe Cit, hal. 34-37.
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{SGCB} akan bertindak sebagai inisiator dalam pengawasan
berdasarkan konsolidasi untuk bank-bank vang berkantor

pusat di Perancis.

Jeman

Sama halnys dengan Negara Uni Eropa {EU) lainnya,
implementas] Basel £ di Jerman aken dilakokan sesuai
dengan arshan Komite dan Parlemen EU  dengan
menecrapkan Capital Requirement Directive (CRD} mulai 1
Januari 2007, Setiap Negara EU akan mencrapkan CRD
dengan  felap  mempertimbangkan  diskrest  pasional
Sebagal oforitas pengawass Bank, BaFin skan melsiukan
komunikasi dengan otoritas pengawas lainna terkait dengan

Tiomehost issues.

Inggris:

Penetapan Hasel [T di Ingpnis didasarkan pada framework
Ewopean Economic Area (EEA) dan the Commitiee of
Ewropeanr Banking Supervisors (CEBS) untuk kerjasame

homae-host antuk EEA counivies dan Non-EFA countries.

Australia:

Basel IT akan diterapkan kepada seluruly bank mulai akhir
tahum 2007 berdasarkss persctyjuan dard APRA (Avstralian
Prudential Regulation Aulbority) dan diperkirakan banya

sekitar 10 {sepuluh) bank yang akan mensrapkennys.

Hong Kong:

Perbankan i Hong Kong  diperbolchkan  memlih
pemdokatan Standardised Approsch, Foundation IRB dan
Advanced 1RB untuk pengukaran ristke kredit,. Untuk
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risikc operasional, perbankan juga diperkenankan memilih
pendekatan Bosic Indicatar Approach awwe Standardised
Approach. Perbankan dapat merencakan sendini kermangka

wakiu untuk penerapan tersebut,

India:

Reserve Bank of fudia (otoritas pengawas di India} telah
menetapkan kebijakan bahwa perbankan harus melakekan
penilaisn  yang mendalam  terbadap  sotiap  altermatif
pendekatan penguluran risiko dalam propesal Basel I
Selain 1, bank diminta untuk membuat roadmap rencana
penceapan don migrasi ke Basel I7 serta melakukan review
secara friwnlanan.  Perbankan diwajibkan menerapkan
Standardized Approach untuk risiko kredit dan Besic
fudivator Approach umluk risiko operasional,  Setelah
persyaralan kapasitas kemampuan {s&47} telah memadas dan
memperaieh izin dari RBL maka barulah bak diperbolehkan
memepergunakan  pendekatan  dengan  menggunakan

internal model,

Singapura:

Busel I skan diterapkan kepada seluruh bask di Sinpapura
pada saat yang bersamaan dengan Negara-negsra G-10,
yaitu selambat-lambainya pada akhir tabun 2007, Otoritas
pengawas di Singapura (Moneiary Authorit: of Singapors}
tidak mewajibkan perbankan entuk menerapkan pendekatan
tertenty secars spesifik melainkan  mengharapkan bank
menerapkan pendekatan yang paling sesuni dengan profil
risike  serta konsisien dengan bmdayva dan  system
manajeinen risiko masing-masing bank. Banak vang akon

menggunakan pendekalan ysng lebih maju untek risiko
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pasar dan ristke operasional dissrankan agar menggunakan
pendekatan Advanced IRD untuk nsiko kredit.

Malgysia:

Penerapan Basel 17 di Malaysia akao dilaksanakan dalam 2
(dua) tabapsn, yaitu Fase 1 yang dimulat pada bulan Januar
2008 dan Fase 2 yvang dimulai pada bulan Jenwarl 2010,
Pada Fase yang pertama, schuruh bank akan menerapkan
Standardised Approach untuk dsike kredit dan Basic
Indicator Appreach untik ristko operasional bank, Bank
diwajibkan menyampaikan pechitangan secara pamllel
{fasei [ dan Basel Iy setiap bulan selams 1 tahun sebelum
irzzpiemézztasi Standurdised Approach. Pada Fase yang
kedua, perbankan diwgiibkan menyampaikan perhitungan
pannodalan secara parallel setiap bulan selama 1 fshan.

Philipina:

Basel II akan diterapkan sepenuhnya pada whun 2007
dengan menggunakan pendekatan Standardised Appreach
untuk bank universal dan komessial. Bank diperbolehkan
menpgunakan pendekatan vang lebih maju eatuk risike
kradit dan risike operasional muiai tahun 2010, Pada tahun
tersebul dibarapkan pemerintah Philiping leluh memiliki
komypilast database vang telah memenuhi persvarstan
minhnuem uniuk mendukung penggunaan internal mode)
dan memberikan wakiu yang cukup bagl indusini dan

otoritas pengawas untuk meningkatkan kemampuan tekms.
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Thailand:

Penerapan Buazel I akan dimulai pada akhw tshun 2008
kepada sclurub bank yang akan dilakukan secars paralel
antara Basel I dan Basel I,

wkdER&
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3*.{(

BARB 3
STRUKTUR PERMODALAN BANK

TUJUAN DAN MANFAAT MODAL

Modal merupakan tulang punggung bagl bank ateu badan hukum
lainnya yang menjalenkan kegiatan usaha, dalam memulai, melaksanakan
maupun mempertahankan kegiatan usahanya. Tanpa adasya modal,
mustahil suvatu badan usaha dapat merealisasikan fujuan pendiriannya
dengan sebagaimana mestinya,

Modal tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam mencapai
maksud den tujuan dagi suatu badan usaha sesual dengan keteniuan yang
distur dalam aspyperan dasar atau dokumen pendirian,  Besar kecilnya
modal ferpantung kepada joris kegiolan seria rencana dan strategl ussha
yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, amailah beralasan mengapa di dalam program AP1
maupnn Basel 17, "memperkuat struktur modal” dimasukkan sebagai pilar
yang pertama, karena modal merupakan longgak utama yang terpenting
dalam menentukan tingkat keschatan dan pesformence susfu Bank.

Sceara umun, modal Gidak banys memiliki fungal sebhagai ‘serana’
partisipasi dori Pemegang Sabam afau pomodal, lotapi sckaligus juga
sebagal indikator untuk menentukian schat {idaknya suatu bagdan usaba.

Sehagaimana diketabui, Kegiatan usaha suatu badan usaba sangat
bergantung kepada keberndaan dan kecukuipan modal.  Besar-kecilnya
usaha, amat berkailan erat dengan modal yang dimiliki oleh badan usaba
tersebut.

Di dalam konsep hukumy Persercan Tesbefas, peranan, fungst dan

tanggung  jwwab antare Pemegang Saham, Komisaris dan  Direksi
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Perscroan adaleh terpisah dan berdin sendiri.  Masing-masing memiliki
fungsi dan tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh organ lainnya®.

Sehubungan dengan moedal, tanggung jawab utama dari Femegang
Saham adalah melakukan penystoran atas modal.  Selanjutnya, setelah
melaksanakan penyetoran modal tersebut, Pemegang Saham berhak untuk
menjalankan setiap bhak yang diberikan kepadanya sebagai Pomeogang
Saham.

Direksi selaku ujung tombak yang melaksanakan operasional dan
kegiatan usaha Perscroan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan
maksud dan tujuan Persercan sesuai dengan ketentuan yang digariskan di
dalam Anggaran Dagar,

Untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya fersebut, Direksi
herhak untuk mempergunaken modal vang relah  disetorkan  oleh
Pemegang Saham. QGuna oemastikan pelaksenasn tegas dan tangmung
jawab  Direksi, Komisaris hertanggung jawab  unfuk  melakukan
pengawasan terhadap Direksi.

Sehubungan dengan kegiatan Bank yang juge dapat melakukan

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat™, maka Bank juga dapat

T pasal | ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 sahus 2007 teatung Perseroan Terbuias.

** Pasal 5 UU Perbandan,

Jenis kegintan uscha Bank gdalalv {2} menghimpun duna dwrd maxyarakat dalam
bentuk givo, deposhio bariangka, soctifiket deposito, inbmingan danfslau bentuk Jelnnve
vang dipersamakan dengan e {8 momberikan krediid {c} meonerbitken surzl pengakuan
mulang; {4} membell, moeniuzl sae menjamin atas risike scadid mospon untuk
kepenlingan dan atas perinish sospbuhnye, inslrumen-insiramsns suist berharpa yang
ditenistkan dalans UL Perbankam: (@) memindahkan vang baik untuk kepentingsn sendin
maupun uniuk kepentingan nasabah; () menempatkan dana, memingam dana dari, atau
meminjarnkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunskan sural, sarana
telekomunikas! maupur dengan wasel amguk, cek alau surarm bionya; (g} mencrima
pembayaran dasi lagihen aias surat becharge dan meiskukan peshitungan denpan alau
antar pilak ketiga; (b} menyodiskan tempat uriuk menyimpan barong dan surat berharga;
{i} melhvkukan kegimian penitipan unwk kepestingan pihzk lois Lerdaserkan sua
komraky () melakuken penesipatan dooa dwri nasabzh kepade nasshoh himows delam
Bentuk gurst borharpa yang tdak teremat & Burse Bfely {(R) mombeli mielalui polelangan
asovren baik semun maupus sehagian dolom el debing tdak momnubi kewelibsnnyn
kepada Bank, dengan ketentuan apunun yung dibol tersebul wajib dicsirkon scospatayn
(I3 mefakokan kegisae srpuk phasry, vsaba kane kredis dan kegiatan wali smunay {m}
micnyedinkan pembiavaan bagl nasubub beedasarkan prinsip bagi hasit sesuai dengan
Retenluan yvang ditclepkan dalam Persturan Pemerinly dan {n) oclokukan kegintan lain
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mengelols dan ‘memberdayskan’ dana derd masyarakat tersebut sebagai

bagian dart mata rantai pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bagi suaty bank, permodalan dapat juga berfungsu untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan
fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Qleh karena 1tlah, untuk memastikan bahwa tndustrl perbankon
memiliki permodalan yang cukup guna mendukung kegiatan usubanya,
otoritas pengawas pethankan {dalam hal ini BI}, bertanggung jawals untuk
menctapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki oleh Bank
{reguledory capital} yang hams dijadikan acuan oleh industi perbankan,
Pemenuhan  kecokupan modal tersebut jugs merupakan salah sat
komponen penilaisn dalam pengawasan bank yeng tercermin dad
pemenuhan rasio kecukupan modal,

Diavi ursian di ates, dapat disimpuolkan disinl, fyjuan dan fungsi
modal bagi perbankan (khususnya Bank Umum), adalah antara lain:

a. sarana bagi Pemepang Saham untuk menyalurkan investasinya
danvatau partisipasinya di dalam kegiatan usaha Bank;

b. sargng  awal (yang bisa dipergunakan oleh Direksi) untok
operasional Bank, seperti, membeli kebutuban peralatan untuk
modal usaha, membayar gail karyawan, meongurus perijinan usaha
dan dokumen peruszhaan, dan lain-lain;

e sarana wiuk menjalenkan kegiatan usaha dalam rangka moncapal
maksud dan tujuae esaha, misalnya; untuk meanberikan kredit atan

fastiitas phaman kepada nasabah, untuk dana Jaminan yvang harug

vang bk dilsbulom olch Bank sepaniaag tdak berientangan dengen UU Porbankas dan
perpruran perundang-uadangis yang borlaka

Lebih Janpus, Pasal 6 UL Perbankos mencaiukan bahwa Bank Umurn dupet jugs
menjainken: {n} Kepintan delam valvia osing densen momonuhi helenhuso yang
dicinphan B (b} keginan penveriaan modal pada bank alau porusshuan lan 4t bideny
koumngmn, stperii sewa puisn ussha, wmodel venturs, perusshann elek, asuronsl, sty
iosbagn kliving ponyclessizn don penvimpznan, denpan momennhi ketenluzn vang
ditslapkan sieh Bl {¢) kegivlan penyernar modal scmentara unipk moagazagi akitst
kegspalan kredit, dengan syeral karus menarik kembali penyvertaennya, dengan menennki
kotentian yany Jitetapkan Bi; dan (8} bertindak sebagai pendiri dans pensiun dan
pengurus dana peasiun sesunt dongan ketortuan peraturan perusdang-undangan dang
pensiun yang berlaku,
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3.2,

diserahkan kepada BI sebagal peserta kliring, untuk membayar
prami sehagal peserta LPS, dan lain-lair;

d. sarana  uniuk memperkuat posisi kewangan Bank dalam
mengantisipasi kerugtan/resiko vang mungkin fimbul dard kegiatan

usaha, kegagalan kredif atau resiko lainnya.

PENGATURAN MENGENAI MODAL DAN PERMODALAN
BANK UMUM

Sebagaimana telah divraikan pada Bab II Tesia ini, penguatan
struktur permodalan perbankan merupakan Pilar yang pertama dari API
yang sekaligus jups morupakan Pilar pertama dari Basel 17, Perbankan
yvang memiliki sbukivr permodalan vang kuat dihampkan memiliki
kemampuan yang baik dalam menopang dan menyverap nsiko vang
dihadapi.

Di Indonesia, pengaturan mengerai struktur permodalan Perseroan
secafa umum maupun struktur permodalan Bank Khusustiya, diatur dalam
beberapa produk peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, Pemerintah dan Bank Indonesia, dirmulai dart Undang-Undang
(LN, Peraturan Pemerintah (PP} atau Instrukst Presiden ([npres),
Peraturan Bank Indonesie (PRI, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan
berbagat peraturan lainnya.

Khusus  wnfuk  peralwran  yang  berkoitan  desgan  strukiur
permodalan, pelaporan dan pelaksanaan kepiatan perbankan serfa modal
inti minimum  perbankan  vang akan dibshas  dalam Tesis  ini,
pengaturannys adalah antara lain sebagaimana yaog dirmuat & dadany;

(a)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PFerbankan

sebagmmana tolah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 10

tahizn {998,
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(t)  Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2004;

(c) Urdang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perserosn Terbatas,
beserta seturuh peraturan pelaksapsannya ("UUPT;

{d}  Peratusan Bank Indonssia Nomor 10/15/PBI2008 tanggal 24
September 2008 fentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum

{e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP tanggal 15 Juli
2008 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Laporan Berkals Bank
Umum;

{3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1V/UKMI Gnggal &
Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umumy;

{#)  Peraturan Bank Indonesia Nomor [0/I/PBI2008 tanggal 28
Januart 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank fodonesia
Nomor 8/5/PB12006 tentang Mediasi perbankan;

(h)  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18
Desember 2007 tertang Pedoman Penggunaan Mewde Standar
Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaae Modal Minimum Bank
Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar;

{1 Surat Edaran Bank indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12
Desember 2007 tentang Pencrapan Manajemen Ristko dalam
Penggunaan Teknolopl Informasi oleh Bank Umum,;

n Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32MPNP tanggal 12
Desember 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan
Indonesia;

{k}  Peraturan Bank Indonesia Nomor YIG/PBL2007 tanggal 3
Desember 2007 teniang Perubahan atas Peraturan Bank Indonssia
Nomor 7/13/PRY2008 tentang Jumlah Modal Intt Minimum Bank

Limueny;
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(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI2007 tanggal 1
Noversber 2007 tentang Kewaiiban Pemenuban Modal Minimum
Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; dan

{m}  Surat BEdaran Benk Indonesia Nomor %/12/DPNP tanggal 30 Mei
2007 tenlang Pelaksanaan Good Corporaie Governance bagi Bank

Umum,

Sejalan dengan perkembangan pelaksanasn program AP sampal
saat ini Bl masih terns mempersiapkan produk regulasi bam di bidang
perbankan yang harus dijadikan dasar bagi perbankan dalam menjalankan
kegiatan usahanya, sehingga target yang ingin dicapai melaluil programs-
program API dapat direalisasikan denpan sebagaimana mestinya.

Tentu gaja hal fersebul hargs ditmbangi juga denpan kesosuaian
antara peraturan yang dikeluarkan oleh BI dengan peraturan perundang-
undanpan  lamnya, schingga pelaksepaanmya  tidak  memmbulkan

pertentangan atsy kerancuan antarg satu dengan yang fainnys,

3.3, STRUKTUR PERMODALAN PERBANKAN BERDASARKAN
UUPT DAN PERATURAN PERBANKAN

3.3.1. Ketenfuan Mengonal Medal dan  Strukier Permodalan
Bordasarkan UUPT

Berdasatkan U Perbankan, salah sty bentuk badan
hokum Bank adalab Perseroan Terbatas™. Serua bank umum
milik  Pemerintah  yang  berbentuk  Perusahsan  Perseroan
(PERSERQ) yang mempakan Badan Usaha Milik Negara™ dan

® Pusul 21 ayal (1) YU Perbanioan,
Bentuk badan hukeny Bask umam dapat berupa salak satu dars: {8) Perusuhaen
Persergan (PERSERCYE (b Porosahaan Daerab; {c} Keperasi; altan {d} Perseroan
Terbulas.

¥ Undang-Undang Nomor 19 Iahun 2003 tonaap Badaa Usaha Milik Negara (“UL BUMK™L
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bank wmum milik swasta di Indonesia, memilild bentuk badan
hukum Persercan Terbatas.

Dengan demikian, semua ketentuan vang diatur dalam
UUPT berlakn puola bagi perbankan sebagal lex generalis,
sedangkan ketenluan vang diatur oleh Bl berlaku sebagai fex
specialist. Demikian pula dengan ketenfuan perafutan di bidang
pasar modal, akan berlaku ssbagai ler specinfist bagi Bank yang
telah berstatus perusahaan publik.

Strukiur permodalan Persercan yang diatur dalam UUPT
pada dasarnya terdiri dav’

2. Muodal Dasar (duthorized Capitaly;
b Modal Ditempatkan {(fsswed Capital}; dan
¢ Muodal Disetar (Paid Up Capital).

Setiap Perseroan harus memiliki Modal Dasar sebesar
minimum Rp. 50 juta®. Dari Modal Daser tersebut, harus telah
ditempatkan dan diseror penuh sebesar minimum 25% (dua polub
lima pemcn)”. Untuk selanjutnya, setiap pengeluaran saham atau
modal bary, harus disetor penuh selurnhnya olch Pemegang Saham
yang mengambil bagian atas pengeluaran medal atav saham bans
tersebul’™,

Maodal Dasar Perssroan terdint dari scleruh nilai nominal
saham® . Setiap saham vang telah dikeluarkan oleh Perseroan
membertkan hak kepadas pemiliknya sesuai deagmn ketentuan vang

diztur dalam UUPT {misalnva, hak untuk hadir dan memberikan

Berdusarkar UL BUMN, BUMN ferdiri dari PERSERD dan FERUM. Unisk
SLMM Porsero harus berbenlek Perseroan Terbutas, dun dengan demikian lundak kepads
ketenivan yang dintur doda UUPT berikut seluruh peraturan peloksanosanyi,
 Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT.
%2 pasal 32 ayal (1) UVUPT,
¥ pasal 33 ayal (1) UUPT.,

 pasal 33 ayal (3) UUPT,
% Pusal 31 ayat (1) UUPT),
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suara di dalam RUPS, hak untuk menerima deviden atas saham dan

lain-lain).

Peayetoran madal oleh Pemegang Saham dapal dilakekan
dalam bentuk tunat  atsp  dalam  bentuk  lsbnnya  dongan
memperhatikan kefentvan dan persyeraten yang distur dalam
uupT*,

Mengingat pentingnya modal bagi Perseroan serla manfaat
adanya penyetoran maodal oleh Pemegang Saham, UUPT juga
mengatur beberapa ketentuan yang harus diperbatikan sehubungan
dengan penyetoran modal serta kepemilikan ssham di dalam
Perseroan, vang pada dasarnya merupakan perlindungan terbadap
modal Perseroan, yaitu antara lain:

3. Setiap pengeluaran  ssham  dan  pershshan  strukae
permodalan {ormasuk pengurangan modal) harus ferichih
dahulu memoeroleh persehnuan dan RUPS;

b. Keharusan untuk mengomumkan di 2 {dea) suratl kabar
harian untuk penvetoran saham dalam bentuk benda tidak
bergt:rak”;

c. Larangan kepada Pemegang Saham z2iau kreditor yang
mempunyai  tagihan  kepada Perseroan untuk
mengkompensasikan  hak lagihaya schagat penycloran
model, keeuali telah memperoleh persetujuan rups®,

* Pasal 34 ayat (1) UUPT.

Berdasarkan Poujcluson rosmn Pasel 34 ayat (1) dan avm (2) GUPT, pads
umwmnaya peayeioran sabant dilskekan dalam bentuk vang lunzl.  Akna totagd, Udek
iedutap kemungkingn aetek dilaknkannys penyelarnn sabam dalm bomuk jain, baik
berupa benda berwujud maagin berda tidek berwujud yang dapsr dindlal dengan uang
dan yang secara nyaiz telah diterima oleh perscroan. Penyetoran sshamn dadam beniek
iain selain lumai, harus digertod rincian yang mencrangkan nilai atau harga, jenis wan
macam, stslug, lepm kedudokan, dan lainlain yang disnggap perlu ontuk memberikan
kejelasan mengenal penyetoran tersebit, Seldin iy, terhadap obyek vang akan dijadikan
sctoran medal harus Leciebih dahniy dilskukan penilaian oleh peailal indepondenl unok
rmepentukan nila wajor {yaito vilai pasar) dari obyek fersebut

¥ Pasat 34 ayu {3) UUPT.

% pacal 35 ayat {1} UUPT.
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d. Larangan kepemilikan silang (cross holding) dimana
Perseroan memiliki saham di dalam induk perusahaannya®;

e. Larangan kepada Perseroan untuk mengoliarkan sabam
untuk dimiliki sendiri®’;

£ Kemungkinan  kepada Pemersan  untuk  melakukan
pembelian kembali atas saham yang ielah dikeluvarkan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPTH,

£ Kewajiban kepade Dircksi untuk membuat Daftar Khusus
Pemegang Saham yang memuat kepernilikan saham oleh
anggota Direksi, Komisaris dan/atau anggota keluarga
Direksi atau Komisaris di  dalam Perseroan  yang

bersanghutan maupun di dalam perusahaan lain™.

3.32. Kedudukan dan Siatus Medal Milik Pemegang Ssham
Berdasarkan LUPT

Dari aspek hukwn Perseroan Terbatas, kedudukan modal
tidak hanya sebagai wujnd partisipasi pemcgang saham di dalam

Perscroan yang ¢i dalamnya terkandung hak-hak dan kewajpiban-

% pasat 36 avat (3} UUPT.

* toid,

™ Pasal 37 avat {13 UUPT.

Untuk pombelian kembali ssham vang teisk dikeluarkan olgh persercan terbalas,

Pasai 37 UUPT menentakan bahwa pembelian kembali terselnt: {03 idek mengakibatkan
keknyzan bersih persercan menjadi debih kecil dasi modal vang ditempatkan dan
cadangan wajib yang telah disisthkan; (b) jumlah nilai nominal scluruh saham yang dibeli
kembali oleh perseroan dan gadat sabam atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang
oleh perseroan sendiri dan/atan perseroan lnin yang sahamnaya scoara kngsung atea Hdak
fangsung dimikiki oleh pergeroan tidak melebihi 1854 (sepulub persen) dari jumlal moda?
vang difempatkan dalamy persersan, kecuali diatar lain duduny peraursn porundang-
wndangan 8 bidong pasar todal; (0 pombelion kembe¥ sehom dan peagulbuonys kbih
Inajn hanya boleh dilakukan berdasprkan persciulian RUPS, kecuall diteniukan lain
dolam perturan porundungeundangan & bidang paser wodsh (4} sstinp  pombelian
kemball saham atas pengalilwenys Jebih lanjut vang benentangan dengas keigatuan
tersebut adalah batal demi hukom,

 Pasal 5¢ ey {2 UUPT.

[ ]
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kewajiban pemegang ssham sebagaimana vang diberikan oleh
UUPT.

Melalul modal (yang dibagikan kepada Pemegang Saham)
dalam bentuk sahami-sabam, Pemegang Saham meroiliki hak untuk
menentukan berbagal arah kebilakan vang dijalankan Perseroan
metalui keputnsan-keputisan vang diambil oleh Pemegang Saham
di dalam RUPS.

Sejalan dengan iy pula, Pemegeng Sahamm memiliki
tanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Persercan
termasuk dalam hal Perseroan dilikuidasi.  Tangpung jawab
Pemnegang Saham ini terbatas kepada kepemilikan saham masing-
masing di datam Persercan, dengan catatan bahwe tanggung jawab
yang terbatas {ersebut bisa menjadi tangeung jawasb pribadi apabila
terbuktt bahws kerugian yeng dialam Perseroan mgrupskan
kesalahan atau kelalatan pribadi dari Pemegang Saham.

Apabila teradi likuidasi atas Persercan, hek Pemegang
Ssham untuk memperaleh pengembalian atas sabam atau modal
yang disetorkannya di dalam Perseroan berada pada urutan yang
paling akhir setelah Perseroan menyelesaikan selurub kewajiban
pajak, kewajiban kepada karyawan, kewajiban kepada kreditur, dan
kewajiban lmin-lainnya,  Hal i mervpakan konsshwenst hukum
yang melekat kepada Pomiegang Saham.

Dengan demilian, amsilaly beralasan apabila Pemegang
Saham berkepentingan untuk memastikan babwe Perseroan akan
dijalankan dengan baik sehingga bisa mendatangkan keuntungan
bagi Pemegang Saham.

Dalam kasus kepailitan, Kurator yang sekaligus bertindak
sebagai Likuidsior Perseroan, bertanggung jawab  untuk
memastikan babwa boedel pailit atau harta kekayaan Persercan
akan dipergunakan untuk ferlebih dahuln menyclesatkan kewajtban

Persercan kepada Negara (pajak), karyawan, keeditur, daa pihak
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lainnya sebelum pada akhirmya nielaporkan sisa harta vang masih
ada untuk dibagikan kepada Pemegang Saham.

Untuk Perseroan yvang monjalankan kegisizn usaha schagai
Bank, ketentuan mengenai pengembalian modal kepada Pemegang
Saham (dalam hal tenadi Dikuaidasi atau kepailitan) berlaku
ketentuan yang diatur oleh Bl

Pada dasamya, perlindungan bukum yang ulama diberikan
kepada deposan stau nasabab Bank entuk feriebih dahulu
memperoleh pengembalian afas dana vang mereka simpan di Bank.
Hal int tentu sajg dilandaskan kepada alasan bahwa pihak ketiga
deposan alau nasabah merupakan pihak yang beritikad batk dan
fidak twrut campur di dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank
tersebut.  Dengan demikian, segala kerugian yaog dialami Bank
tidak sceara otomatis hars ditanggung oleh nasabah atau deposan.

Kondisi terpuruknya perbankan Indonesia pada periode
tahun 1998 memakss oforitas perbankan sntuk  melikuidasi,
mencabut izin vsaba, bahkan melikuidasi bank-bank vang dinilai
tidak sehat dan tidak memiliki kecukupan maodal untuk menutupi
kerugian,  Tentu sma hal il berdampak kepada menurunnya
kepercayaan publik terbadap institusi perbankan yang sgharusnya
bisa dipercays sebagai institust vang kompeten dalem menghimpun

dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakal.

33,3, Struktur Permodalan Perbankan Berdasarkan Peraturan

Perbankan
Seperti halnya pengafuran vang dimwuat delam UUPT,
semua Bank yang berbeutuk perseroan techatas harus memilik

struktur modal sebagai beriket: (a} Modal Dasar, (b) Modal
Ditempatkan; dan {c} Modal Disetar.
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Pengatoran mengenat modal dan strukiur modal yang
dimaksud dalam peraturan perbankan berbeda dengan pengaturan
yang ditentukan di dalam UUPT. Perbedaan tersebut tentu saja
dimungkinkan agar bisa memuat ketentuan lebih rinei dikaitkan
dengan kegiatan dan risiko yang harus diantisipasi oleh bank.

Sebagal lex specialist nys, BI menentukan bahws selunuh
bank umum di Indonesis, pada tanggal 31 Desember 2007 wajib
memiliki Modal Int{ minimum sebesar Rp. 80 miliar.  Jumish
Modal Inti fersebut harus difingkatksn lapi peda tanggal 31
Desember 2010 hinggs sekurang-kurangnya mencapat sejumiah
Rp. 100 miliar®.

Sebapal gambaran, dapat penulis sampaikan disini bahwa
instrursen permodatan i delam perbankan veng diperkenalkan di
dalam Basel I {dan dilerapkan dalam AP pada dasamnys terdin
dari 3 (tiga) tingkatsn (Yier), veity Zier 1, Tier 7 dan Fier 3.
Sebuah instrumen permodalan dapat dikslompokkan ke dalam sam
Tier jika memenuhi kriteria fertentn.  Penerapan kriteria fersebut
bertujuan untuk menjamin konsistens1 perhitungan modal yang
akan mendorong penyelarasan antar bank-bank yang aktif secara
intemasional.

Adapun penelapan prporsi dan peranen masing-masing
kelompok modal ierscbut, dapat diuratkan secara singkal schagal
berikal:

a. Modal Inti {Tier i)

Maodal dalam kelompok ini terdiri dari instrumen yang

memiliki kapasitas terbesar untuk menyerap kerugtan yang

terjadi seltap saat,

# Peraturan Buak Indonesia Nomor 71S/PRI2003 teatuag Jumish Modal Ingf Minimom Bank
Umans,
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by, Modal Pelengkap {Tier 2):
Kelorapok int terdiri dari campuran insteumen ekuitas
secara umum. Kelompok dalam Tier 2 it terbagi menjadi
Z {dua) kategori, yaitu Tier 2 Level Alas don Tier 2 Level
Bawah,

c. Modal Pelengkap Tambaha (Tier 3}
Kelompok madal ini hanys digunaksn uniuk memenubi

persyaratan modal pada tisiko pasar.

Berdasarkan PBI Ne. 10/2008, struktur permodalan Bank
terdiri dari 3 {tiga) lapisan utama, yait®™:

Modal Inti {fier D),
b Modal Pelengkap (Fier 2); dan
C. Muodal Pelengkap Tambahaun {77er 3}

Adapun komponen Modal Inti (Tier 1) ferdin dari®;
Modal Disetor;
. cadangan {ambahan modal {disclosed weoserve), dan

c. Modal Inovalif {iznovative capital rrsivument).

Adapun vang termasek sebugat Modal Pelengkap (Tier 2},
terdiri dari®™
a, Modal Pelengkap Level Atas (Uppar Level Tier 2Y; dan
b, Modal Pelenpkap Level Bawsh (Lower Level Tier 2).

Sedangkan Madnl Pelengkap Tambahan meliputi®:

“ pusal 4 avat (1) PBI No. 1072008,
© pasal & ayat {23 PBI No. 10/2808.
* Pusil 14 ayar (2) FBI No. 10/2008.
5 pasal 21 ayet {43 PBI No, 1072008,
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Pinjaman subordinasi ataw obligasi suhordinast jangka
pendek;

Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup
beban modal untuk restko kredit danfgtau beban modal
uniuk resiko operssional mamun memennhi syarat sebagai
modal pelengkap {wn-used eligible Tier 2); dan

Bagian dari modal pelengkap level bawah {lower Tier 2}
vang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (Jower
Level Tigr 2).

Untuk mesdapatkan gembaran yang lebih mudah mengenai

struktur permodalan  perbankan tersebut, dapat dilihat dard

Diagram 3.1. di bawah ind,

Diagram 3.1,
Struktur Permodalan Bank

Modal Infi. . PMiGdal Betedgkap - | | Mol Pllendkap "
{Pier-1 ) e (Mheedy 2T TTT Tambatiaa:{Tier-3)
1 'L b J
i. Modal t, Modal Pelengkap L. Pintarman
Disetor. Lovel Atas. subordinasi atau
2. fadaagan 2. Madst Polengkap obligast
Tambahan i.gvel Bawsah. subordinast
Modal Jzagks pendek
{disclozed 2. Muodal pelengkap
reserved), yang tidak
3 hdodal s S S i Sistlenstian
Ingvatif M'E Jurr:nl:ah: Minimum 5% i untuk menutup
(innovative : dari ATMR : bebab modal
capital oo o e e ! s b kredit atay
instrument}. operasional.
3. bagian dari modal
P R T SRR plengkap bawah
P olumish Misimom 8% |
: dart ATME E
T ——
&0
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Madal Inti (Tier 73 dimaksudkan sebagai tulang punggung
yang memyadi penyokong uiama permodalan Bank, Kewsjiban
pemenuban Modal Inti inl memiliki porsi terhesar dalam jumiah
permodalan minimum bank dibandingkan dengan modal pelengkap
dan modal pelengkap tambahan.

Peraturan perbankan mengenal KPMM (PBI No. 10/2008)
pada dasamya memberikan pengaturan dan vraian yang lebih rinci
mengenai kompoenen apa saja yang bisa dimasukkan sebagai modal
schingpa bisa diperhitungkan dalam menentukan ATMR yang pada
gilirannya dapat dipakai juga scbagai indikator untok menilal
tingkat kesshatan bank tersebut,  Peraturan lersebut juga
memberikan rincian mengenat faktor yang bisa dipergunskan
sehagat penambab dan pengurang modal.

Sesuai dengan pokok permasalshan Tesis ini, pembahasan
akan diitikberatkan kepada pembahasan mengenai komponen-
komporen dan Modal Inti (Tier 1), ysitv khususnva Madal
inovatif yang bare saja diperkenalkan pada bulan September 243§
melalut PBI No, 1072008

Darl segi aspek hukum korporasi, salah sati komponen
Modal Indi tersebul adalsh Modal Dirempatkan dan Disetor.
Artinya, keselurghan wmodsl teescbut harusizh modal vang
sesungguhnya ielah  dikeluarkan, felah masuk, diterima dan
menjadi  miliknys  Bank sehingga dapat dipergunakan untuk
menapang pelaksangan kegiatannya,

Penjabaran lebib rinci mengenni Moda! Inli ini akan
diuraikan i dalar Sub Bab 3 4. di bawah ini,
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34, MODAL INTI BANK

Berdasarkan Pasal 2 PBI 10/2008, Bank wajib menyediakan modal
minimum sehesar 8% (delapan persen) dan Aset Tertimbang Menurut
Risiko ("ATMR™®,

Pembahasan mengenat  bagaimana penghitungan dan cam
menghitung ATMR . tersebut lebih banyak bersifat feknis keusngan dap
akuntansi. Untuk imlah, panbahasan yanp akan divraikan di dalam Bab 3
ini hanya akan memberikan pemaparan mengenal ketentuan-ketentuan
hukumn yang mengafur mengenal struktur permodalan perbankan vang
perin diberikan secbagai pengsntar dalam pembahasan Bab 4 mengenai
aspek hukwm pigaman jeagks panjang sebagal komponen Modal Int
mingmum Bank

Akan tetapi, untok memberikan sedilit gambaran mengenal ATMR
tersebut, dapat diwwraikan disini bahwa penghitungan ATMR terssbut
melipu™:

2. ATMR untuk risike kredit'®;
k. ATMR untuk risiko apﬁms*iona?'; dan
& ATMR untuk rsiko pasa{‘zf

# QBerdosackan penjelosan Pasal 2 PRI No, 1072008, ATMR moencakup uniak Risike Kredi,

Rissko Pasar dan Risiko Operasicoal,

© pasal 23 PRI Ne, 1072008,

0 Pasud 30 ayat {1) PRI No. 1072008,

Perhilungan ATME untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan: () Pendekatan

Standar (Standardized Approvch) dun/urse (b) Pendekalan berdasarkan Inisrnal Rating
{fmwenal Rating Based Approgeh). Untuk penppuasan pendekaian berdasarkan mernal
Raling based approach, Bank harus memperoleh pemsetupaan terlebih dabuslu dard BE

* Pasal 3 avat {1} PRI Neo. 102008,
Perhiiungsn ATMR unfrk Ristko Opergsional, Bonk menggunakan; {8}
Pesdehatan Indikator (Basie Indicoior Approachy, (B} Poadohatan Sundr Standardized
Appreachy; danfalou ) Pendekawn vang lebih kompleks {ddvasced Measuremoent
Approveiy, Untlsk menggunskan pendekaton Standard an kompglisks, Bank haros
memperoleh perscrajuan teriebil dohinde deri 8L

 Trasal 32 PI3) No. 1072008,
Risiko Pasur yang wajib dipeshitongkan oleh Bank secara individual dun sccara
Eongolidasi deapan Perusabaan Apak sdulah: {a} risike suke bunga, danfatan {b] risike

HYA
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Setiap Bank harus memperhitungkan ATME untuk ristke kredit
dan untuk nisiko operasional sebagaimana yang disebutkan pada huruf a
dan b di atas™. Akan tetapi, ATMR untuk nsiko pasar hanya berlaku
untuk: (i) Bank vang memiliki jaringan kantor dan/etan Perusehaan Anak
di negara lain meupun 4i kantor cabang dan Bank yang kantor pusatnya
berkedudukan di luar negerd, dan (i) Bank yang memenuhi kategon

sebagai berikut’
2. Bank yang secars individual memenohi salah satu kritenia sebagai
bertkut:

. Bank dengan total aset sebesar Rp. 10.000.000.000,-
{sepuluh maliar Rupiah} atau lebih;

. Bank devise dengan posisi instrumen keuangan bempa
surat berharpe dan/stag transaksi derivatif dalam Trading
Book schesar Kp.o 20000.000.000,- {dus pulsh nalisr
Rupiah} atau lebih;

» Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan
berupa surat berhargas dan/atau transaksi derivatif suku
bunga datarm Trading Book sebesar Rp. 25.000,000.000,-
{dua puluh lima mibar Rupiah) atau lebih; dan/atag

& Bank vang secara konsolidasi dengan Pesusabsan Anak memenuli
salah satu krileria sebagai bentket

* Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan
Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat
berhargs termasuk  instrumen  kouangan yang terekspos
Risiko Ekuitas dan/atau Transaksi Derivalif dalam Trading

Book dan/atan instrumen kevangan yang terekspos Risiko

ntal ivkar. Adapun pendeRotin yang dipergunakan Bask dolam miemperbitunghan
Risiko Pasar adalali {a} Melode Suandar {Standard Method), daw/atan {b) Model Internal
{Bnternal Methody, Untuk penggonaan pendokatan Modal Internsl, Bank barus
memperoleh perseluiuny teriedih dohulu durl BL

* pasal 24 ayal (13, (23 dan £3) PBI Ko 1072008,
* pusal 25 PBI No. 1072008,
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Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah} atau lebih;

= Bank bukan Bank devisa vang secara kensolidesi dengan
Perusahazn Ansk memiliki posisi instrumen keuangan
berupa surat berharga termasuk instrumen kevangan berupa
surat  betharga  termasuk  instrupwen  Kouangan  yang
terekspos Risiko Ekuitag denfatay Transakst Derivanf
dalam Trading Bock dan/atau instrumen keuangan yang
terckspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan
Banking Book sebesar Rp. 25.000.000.000,~ (dua puluh
liresa limsiar Rupiah) atau lebih,

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PBI No. 1072007, Bank hanus
memiliki Modal Infi minkmuom sebesar 3% (lima persen) dari ATMR
baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak”™,

Yang dimaksud dengan konsolidasi dengan Perusahaan Arnak
adalah, perhitungan  jumiah  modal secara  gabungan’  dengan

memperhitungkan permbukuan pada Perusahaan Anak ",

™ pasal 2 avat {2) PBI Na. 1072008,
Dalam  memperhiungkan  modal  scoare  kopsolidasi, kemponen  medel
Perusshean Anak wvang dupst diperhliungken sebage: Modal Inti, Modsl Polongkap, dan
Modal Pelongkap Tombahan baris memenohi porsyaratan yang berinbn umuk maging-
masing Komponen madal sehagaimana diterapkan bagl Bank scowrs mdividugl

* pasal ] angka 2 Peraturan Bank Indonesiz Nomor |W15/PBL2008 tertang Kewajiban
Perpervhan Modal Mintmum Bank Umum,

Yang dimaksud dengun Perusahzan Anak adalah badan ok atau perosahann
vang dimiliki danfatay dikendalikan oleh Bank secara Tangsung maupun tidak Jangsung
buik di dalam maupun di luar negert, vang melakukan kegiatan vsaha di bidang keuangan,
yang terdiri dari: {a) Perusahaan Subsidiar (subsidiary company]) yaity Perusahaan Anak
dengan kepemilikan Bank kebib dordl 50% (fima puluh persen); (b)) Perusabaan Partisipas:
{participation comuany} adelah Perusahaon Arak dengan kepemilikon Bank 30% (lima
puinh persen) ataw kurang, nasmun Bank memiliki penpendalion ledrdsp porusabaan; (0}
Feruszhaan dengan kepemilikan Bunk icbih dard 20% {due puluh persen) sampnl dengan
5% {limm pulvh persen} vang memeouhi porsyaratan vaitu: {8 kepomitikan Bank dao
pars pihek kinoyva pada Porugdman Ansk adalab mesing-masing sanw besar, den {8}
masing-musing pemilik melakuken pengendaliza secara bersamss lorhadup Porusahaun
Anale,
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Komponen-komponen yang bisa dimasukkan sebagal bagian dari
Maodal Inti harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat dijadikan faktor
penambah dan faktor pengurangnya sebagaimana yang dirinei di dalam
PBI No. 10/2008.

Kormponen dani Modal Intt Bank tersebut terdiri darti:
a. Modal Disetor:

Modal Disetor ini harus memenuhi syarat sebagai berikut’ -

() ditertitkan dan telah dibayar penuk;

{iiy  bersifal permanen;

(it} fersedia untuk menyerap kemigian yang tegadi sebelum
Iikuidast maupun pada saaf Itkuidasi;

{iv}  perolchan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapst
diakumulasikan anfar penode; dan

{v} tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank alau

Perugahaan Anak.

Seialan dengan ketentuan yang diatwr dalam UUPT,
ketentuap mengenai Modal Disetor adalah modal yang telah disstor
dan dibayar penuh oleh Pemegang Saham. Adapun penyetoran
dari Modal Diseter tersebul dapal <litakukan dengan cara setoran
tunai atay beatuk penyetoan lainnya.

Ketentuan lainnya mengenal persyaralan Modal Disetor
sebagaimana yang diator dalam PBI No. 10/2007 tidak lain
beriujuan  untuk memberikan kepastian bahwa Modal Disetor
tersebut harus tersedia lanpa syaral dan risiko apapun, sehingga

dapat dipergunakan oleh Bank setiap saat sewaktu dibutuhkan.

? pasal 7 PRI No. 172008,
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Adapin yang termasuk sebagai komponen dari Modal

Disetor berdasarkan PBI No. 10/2008 adalah™;

(i) saham  preferen non-kumulatif yang diterbitkan untuk
tijuan khusus dan memiliki fitur opsi bel Ceall option),
apabila memenubi syaral Modal Disctor; dan apabila
terdapat opsi beli, maka opsi beli tersebut dapat dieksekusi
dongsn momenuhi persyaratan: (3 hanys atas inisiatif Bank,
{ii) sotelah 5 tzhun scjak penerbifan afau Rijuan penerbitan
baial deaksauakan, {i} telah memperolch parsctujuan dard
Bi, {ivi) tidak menycbabkan penurunan modal dibawsh
persyatatan minimum (ATMR dsn perhitungan secan
individu maupun konsolidasi).

(i1}  pembelian kembaii saham {freasury stock) dengan syarat:
(1} setelab jangks wakto 5 fahun sejak penerbitan, (i) untuk
tjuan  terfenty, (i) wajib mengacu pada  peraturan
perundangan  yang  berlakn, (iv} telah memperoleh
persetwpuar; BE, dan (v) tidak menyebabkan penurapan
modal  dibawah persyaratan  mummuwm  {ATMR  dan

perhrtengan baik secara individual maupun konsoldasi).

Fakior-fakior yang dapaf mnenjadt bakior pengurtang Modal
Intt adalah’;
Copdwill;
B Asset lidak berwujud Jainnya; dandatan
. Faktor pengurang Modal inti lainnya, yang mcncakapw:
(1) Penyertaan Bank yang melipuli:
" Seluruh penyertaan Bank kepada Penisahaan
Anak, kecuali penyertaan medal scmentara

dalam rangka restrukturisasi kredit,

* pusal & PRI Ne. 1072008,
fq?asai 13 PEL Ko, 10672008,
M pagal 20 ayai {11 PRI No. 1042088,
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. Seluruh penyeriasn kepada perusahaan atsu
badan hukum dengan kepamilikan Bank
lebih dani 20% {dua pulub persen} sampai
dengan 50% {lima pwlub persen pamun
Bank tidak memilili pengendalian,

» Selurulh  penyertasn  kepadae perugahaan
ASUFANS.

()  Kekurangan modal (shorifall) dari pemenuhan
tingkat solvabilitas winimum  (Risk  Based
Capital/RBC minimunt) pada perusabaan asuransi
vang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;

(3il}  Eksposur sekuritisasi.

Dan segi aspek hulkum Perseroan  Terbatas, hanya
komponen "Modal Disetor” inilah vang dikenal sebagai saleh satu
bagian dari “struktor penmodalan’ di dalam Perseroas, dimana:

{1 jumiah minimum Modal Disetor adalah sebesar 23% (dus
puluh lima persen) dari Modal Dasar;

{11y  jumiah Modal Disetor tersebut harus dicontumkan di dalam
Anggaran Dasar, sehingga sctiap porvbahannya: {i) harus
dinyataken dalam akia nofaris, {if) diberitabiakan kepada
Menteri Hukum dan HAM, (iii) didaftarkan di dalam Daltar
Perusahaan dan  Wajib  Dafiar  Perusahwan, den (1)
diomumkan di dalam BNRI*. Dengan  demikian,
perubabhan Modal Disetor yang dimaksud disini bam

bertaku cfektif pada tanggal diterimanya pemberitabuan

 Berdesarkan Pasal 2| ayal {3} UUPT, perubuhua Modal Discior merupaksn perubshar

Angrearan Disne yang wajid diberimahukan kepada Mester! Hukum dan HAM, Soliap poredubun
Anggaran Doswr (baik yong memerdolon porsetunan dari — meupun yang opkup ciberiiphukan
kepads - Monterd Hukomn den HAMY, waijib didallarken & dudamy Daller Perusabaao dan Wagib
Daflar Perosshass seda dioomikan & dalam BNRL
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perubahan Anggaran Dasar oleh Menterd Hukum dan
HAM.

{(iify  setiap pengeluarannya harus terlebih dahuly mendapatkan
persetuivan dan RUPS; dan

{iv)  khusus untuk pengurangan atas jumlah Modal Disetor
harus: (3} mendapatkan persetuiuan dan RUPS, dan (i)
disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM®™,  Dengan
demikian, perubahan atas Modal Disetor yang dimaksud
disimi, baru berlaku pada tanggal diperolehnya persetujuan
Menteri Hukum dan HAM atas perubaban dimaksud; dan

{v}  memberikan hak kepada pemegangnya wntuk menjalankan
semua hak yang diberkan kepada pemepang ssham
berdassrkan UUPT, yaitw: (i} bak untuk hadir dan
membsrikan suara di dalam RUPS; (i) hak untuk menerima
deviden; dan (11} hak-hak lain vang diatur dalam anggaran
dasar dan UUPT.

b. Cadangan Tambahan Madal {disclosed reserved)

Cadangan tnbahan modal vang dimaksud disini dan dapat
menjadi faktor penambah Modal Inti Bank adalah®:
{d  Agio
(1) Modal swmbangan;
(i} Cadangan urnum modal,
(iv)  Cadangan tujuan modal;
(v} I.aba tahun-tahun bgjy;
{vi}  Laba tahun berjalan sebesar 50% (lima pulub pgrsen);

{vity  Selisih lebih penjabaran laporan keuangan;

Hoacal 20 aval {2) ULIPT,
5 pasal 10 ayst {13 harofa PBE Mo, 10/2008.
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(vii) Dana setoran modal, yang memenuhi syarat sebagai
berikut: (1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan
modal, namun belum didukung dengan kelengkapan
persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor,
seperti  pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi
yang berwenang; (2) ditempatkan pada rekening khusus
{escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil; (3) tidak
boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham / calon
pemegang saham dan tersedia unfuk menyerap kerugian;
dan (4) penggunaan dana harus dengan persetujuan BI;

(ix}  Warran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang
saham bank sebesar 5% (lima persen), dengan syarat: (i}
instrumen yang mendasari adalah saham biasa; (i) tidak
dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan (ii1)
nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari Warran
pada tanggal pencrbitannya;

(x)  Opsi Saham (stock option) yang diterbitkan melahn
program kompensasi pegawai/ manajemen berbasis saham
(employee/ management stock option) sebesar 50% (lima
puluh persen), dengan syarat: (i) tidak dapat dikonversi ke
dalam bentuk selain saham; (ii} nilai yang diperhitungkan
adalah nilai wajar dari siock opfion pada tanggal pemberian

kompensasi.

Adapun fakior yang dapat menjadi pengurang Cadangan
Tambahan Modal adalah®;
(1) Disagio;
(i) Rugi tahun-tahun lalu;

(i)  Rugi tahun berjalan;

* pasal 10 ayat (1) huruf b PBI No. 10/2008.
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{ivi  Selisib kurang penjabaran Japoran kevangan;

(v}  Pendapatan komprehensif lainnys vang negatif, yang
mencakup kerugian yvang belum terealisasi yang timbul dard
penununan nilai wajar penyeriaan yang di Warifikasikan
dalam kelompok tersedia untuk dijual;

{(vi)  Seligih kurang antara penyisihan penghapusan aset alas aset
produktif dan cadangan kerugian penwrungn nilai aset
keuangan atas aset produk§ify

{vit  Selisih kurang antaz jumlah penyesuaian terhadsp hasil
valuasi dari instrumen keuangan dalsm Trading Book™ daw
jumlab penyesuaian berdasarkan standar akutansi kevangan

vang berlaku,

UUPT tidak mengakut cadangan tambahan madal tersebut
sebagai  baglan dari  strokhwr  permodalan Perserosn  vang
dicantumkan di dalam Anggaran Dasar.

Akan tetapi, UUPT mengenal adanya “cadangan wajib’ atay
mandatery reseyve yang diatur di dalam Pasal 70 avat (1), (2), (3}
dan {4y UUPT. Berdasarkan Pasal 70 L7UPT tersebui, apahila
Perservan mempunyai salde positif pada satu fahun buku maka
Perseroan diwajibkan menyisihkan jumlah tectenta dari laba bersih
setiap tahun untuk cadangan wajib hingga mencapai 20% (dua
pulub persen] dari jumiah Modal Dilesspatkan dan Modal

Disetor®™,  Cadanpan wajib tersebut hanya dapat dipergmiakan

® Serdasackan Pasal | ayet {7) PBI Nu. 10/2008, peugertian Trading Book adalak sehurvh posisi
ingtrizmen keuanpan dulam nerzen dan rekening administratif termasuk transaksi derivaiif yaog
dimiliki antuk: (¥} tojuan diperdagsnpkan dan dapent dipsindaltanpankan dongan bebas sty dupat
difindung nilal secory keseluruhan, buik dari transaksi entuk kepentingas sondind {propricery
posifions), Mas permintaan aasabal maupun kegialan perantaraan {beokering), dun dalam rangka
pemberiukan paser {aarker moking), vang meliputi: (1) posisi vang dimiliki unick dijuud kembali
dulany fangka pendek, {3} podsi yang dimihki snivk wjuan mempersleh keuntongan fangka
pendek secara aktval dan/say potensial dand pergerakan barga {price sovemenn), alsu {lin} posisi
vang dimniliki entuk mjuan mempovivhankan keonlungas erbitrase {locking B arbitrage profits)y
£23 wiuan lindung cilsl asas posiz lninnya dalam Trodieg Book,

* pazal 70 ayal {1}, {23 dan (3) UUPT,

70

tntveraitas Indonesia

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH Ul, 2008



untuk menutup kerugian Perseroan yang tidek dapat ditutup dari
cadangan lain,

Selain kewajiban unfuk membentuk cadangan wajib, dasi
laba bersih setiap tshennya, Perseroan juga dapat membentuk
cadangan lainnya yang depat dipergonakan untuk: {a) perluasan
kegiatan usyha Persercan; {b) deviden; {¢) kegiatan sosial; dandatau
{d) kebutvhan Perseroan lammya. Tidak ada ketentuan jumish
manimum fertenty yang haros dipenubt untuk cadangan lain
tersebut.

Setizp penyisthan laba bersih uniuk  cadangan wajib
maupun  c¢adangan lainnya, ftermasuk  penggunaannys, harus
dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari RUPSY. Sisa laba
bersih setelah dikurangi cadangan wailb tersebut, dapat dibagikan
kepada pemegang saham sebagai deviden sesual dengan keputusan
RUPS*, dengan ketentuan bahwa buku Perseroan memiliki saldo
yang positif setelah dizkumulasi dengan kerngian Perseroan pada

tahun-tahun sebelumaya®.

¢, Modal Inovatif (Genovative capital instrisment).

Rerdasarkan ketentuan Pasal 11 PBI No. /2008, Mods!
Inovatlf vang dapat dijadikan Madal Inti Bank sdalah sebanyvak-

Bordasarkan Ponjelasan respi Pasal 70 avat {1), (2] ULIPT, vang dimskssd
dengan:
{u} labs hersih’ adalah keunursgan tzhin berjalan setelab dikurangi paisk,
{b} *gatdo laba posiil adokoh laba bersth Perseroan dalam izhun baka berjatan vang
telah menuing skumulast keruginn Perseroan dari tzhun buku sehelumnys;
£} ‘cadangan wajil’ adeiah jumish teriontu vang waijib disisihhan oleh Pergeroan
seliop {ahun Duky vanp dipunskan unluk menutup kemungimas kerugion
Parsoroan pads masa vaog skan dateng. Cadaogan waith inf tidek harus selal
herboeptuk yang luny, fetapt dapat berbentuk aset iainnva yang mudsh dicalrkan
dan tidak dapat dibagiken sebapai deviden
iy ‘eadengen  hirmye” adelah cndongan diwar cadungen wadib oyung dupst
diperginakan uotuk borbagsi keperiuen Porserean, missloyz untok perloosan
visha, untuk pombagian deviden, unleX Iujusn sosial, don fain sehagainya.
* pasal 71 ayat {13 UUPT.
% pasat 71 ayar () UUPT.
¥ pasal 71 ayat {1 ULUPT)
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banyaknya sebesar 10% dari Modal Inti, dengan syarat sebagal

berikut:

{1 diterbitkan dan telah dibayar penuhy;

(i} tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratsn
yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa mendatang;

(if))  tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum
likuidasi meupun pada saat likvidasi dan  bersifat
subordinasi, vyang secara jelas dinyatakan dalam
dokumentasi penetbitan/perjanjian;

(v}  tidak diprotekst maupun dijamin cleh bank atau Perusahaan
Anak;

i apabila dissrtai dengan fitur opst bell {eall gption). hamus
memenuhi persyaratan: {1} hanya dapat dieksekusi paling
kurang 10 {sepuluh} tahun sebelum instrumen modal
diterbitkan; (2} dokumentasi penerbitan harus menyaiakan
batva opsi hanya dapat dieksekust ates persetujuan Bank
indonesia; {3) dalam ha! instrumen meodal inovatif
mengandung fitur step-up, maka Blur stzp-up tersebut harus
memenuhi syarat yang difentukan dalam PBI Neo. 16/2G08;
dan

(vi)  telah memperoleh persetujuan dari BI untuk diperhitungkan

sebagai komponen maodal.

Berdasarkan penielasan Pasal 6 huruf ¢ PBI No. 10/2008
dijelaskan bahwa yang demaksud deagan Modal Inovatif adaizh
instrumen wiang vang memiliki karakteristik modal {instrumen
hybrid), yang mehpuati
{1} infrumen plang vang memiliki karakieristk subordinasy,

tidak memiliki jangka wakiu, dan pembayaran imbal hasil

tidak dapei diakumulasikan {perpetnal son-cummidative

subordivoted debt);
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(i}  instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka wakiu
dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan

{perpetual dun non-cummulative).

Dan pembahasan terdabuiu, Modal Inovatif merupakan
salah satu komponen yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inti
Bank.

Dari ketiga jenis komponen Modal Inti tersebut di atas,
dapat disimpuikan bahwa Modal Inti  tersebut  memiliki
karakteristik dasar schagai berikut;

{1 harus felah disetor dan dibayar penuh — sehingga di dalam
pembukuan Bank herus iorcalat schagal “equity’ vanp
merupakan gabungan dart modal, kekayaan atau asef Bank;

{iii ~ memiliki karakier scbagal “saham’, ‘maodal’, ztan produk
derivatif dari saham;

(i} tersedia uniuk menyerap kerugian Bank sebelum maupun
setelah likuidasy,

(ivy  tidak wmenimbulkan kewsajiban kepada Bark untuk
melakukan  pengembabian  alau petvbayaran  kemball,
melainkan dapat memberikan hak kepada pemililarys unfuk
menjadikan modal tersebut sebagai saham;

(v}  pelaksanaan perubahan sstiap komponen Modal Inli vang
hendak  dijadikan modal, barus dilsksanakan  dengan
persctujuan Bl dan dengan memperhatikan Kkelentuan
peraturan perindang-tndangan varg beriaku;

(vi)  Kecuali untuk komponen ‘Modal Disetor’, komponen lain

dari Modal Inti, bukan merupakan kommponen modal yang

lermasuk dalam struktur permodalan sebagaimana yang
dimaksud dalam UUFT dan dicantumkan di  dalam

Anggaran Dasar.
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Modal Inovatif im sebetulnya merupakan pinjaman yang
timbul berdasarkan suatu perjanjian pemberian pinjaman antara
pihak pemberi pinjaman dengan Bank (uraian lebih lanjut
mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman ini akan diuraikan
pada sub Bab 4 di bawah ini).

Walaupun UUPT tidak mengakui atau mengatur Modal
Inovatif ini sebagai bagian dan struktur permodalan Perseroan,
akan tetapi UUPT sebenarnya memungkinkan dilakukannya
konversi atau perubahan pinjaman menjadi modal, sepanjang
memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalam
UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Sejak dikeluarkannya UUPT yang baru, belum ada
Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara rinci ketentuan
mengenai perubahan pimjaman menjadi  modal. Peraturan
Pelaksanaan yang telah ada adalah sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1998 tentang Bentuk-
Bentuk Tagihan yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Saham
(PP No. 16/1998") yvang merupakan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UUPT memberikan kemungkinan adanya perubahan
instrumen utang untuk dijadikan penyertaan alau setoran saham
scpanjang memenuhi kefenfuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
dan UUPT.

Penjabaran lebih lamjut mengenai ketentuan dan aspek
hukum untuk pengubahan instrumen pinjaman menjadi penycrtaan

atau saham, akan diuraikan di dalam Bab 4 Tesis mii.

*rk%%k
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BAB 4
ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN JANGKA PANJANG
SEBAGAI MODAL INOYATIF YANG MENJADI KOMPONEN
DARI MODAL INTI

4,1, MODAL INOVATIF SEBAGAI MODAL INTI

Sebelum dikeluarkannya PBI No. 10/2008, pinjaman jangka
panjang atau modal /Ziybrid dimasukkan ke dalam kelompok Modal
Pelengkap (fier 2). Akan tetapi, di dalam PBI No. 10/2008, instrumen
pinjaman jangka panjang tersebut di perkenalkan dengan nama baru yaitu
Modal Inovatif yang dikelompokkan sebagai Modal Inti (Tier 1).

Dalam pembahasan terdahulu kita sudah memahami apa yang
dimaksud dengan modal bank termasuk komponen-komponennya. Di
dalam Bab 4 ini sampailah kita kepada pembahasan mengenai Modal
Inovatif yang dijadikan sebapgai salah satu komponen dari Modal Inti

perbankan.

4.1.1. Karalkteristik Modal Inovatif

Modal Inovatif didefinisikan sebagai instrumen utang yang
memiliki  karakteristik wmodal (iustrumen Iybrid), dengan
karakteristik dasar: (i} jangka panjang, dan (ii) subordinasi, yang
meliputi’:

a. instrumen utang yang memiliki karaktenistik modal, yaitu:

(i) bersifat subordinasi, (ii) tidak memiliki jangka waktu,

dan (in) pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasi

(perpetual non cumuldative sub-ordinated debt),

% Penjelasan resmi Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ PB] No. 1072008,
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b. mstrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waldu
dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diskumulasikan

{perpemal dan non cummulative).

4,1.1.1. Modal Inovatif Adalah Utang

Sesuai dengan kamalderistik dzsar dari Muodal
Ingrvatif e sebagal instrumen viang, maka hubungan
hukum yang mendasari lahimys Modal Inovatif tersebut
adalah wlang-piutang vang diatur dalam suatu perjanjian
pinjaman atau utang antara Bank dengan pihak pember:
pinfaman. Dan aspek hukum perdata, hubvngan bukom
yang mengatur mengenai wtang piutang ini diatur daiam
Buku iii Bab XM EUH Perdata.

Dengan demikian, perjaniian pinjaman ataz utang
pitang yang menjadi dasar lahimys pinjaman jangka
penjang tersebut harus dibuat berdasarka ketentuan yang
diatur daiam KUH Perdata, ermasuk ketentuan mengenai
syazat syahnya perianjian dan lain-lain. Uraiap mengenal
aspek hukum perdata dari snatu perjaniian, akan dibahas
lebik Janjul di bawah as.

Apzbila  dikaitkan dengan  karakieristik  Modal
Inovatif dan persyaratan pinjaman yang dapat dijadikan
Modal Inovatif sebagaimana yang diatr dalam PBI No.
10/2008, maka dapat divraikan disini, bahwa psrjanjian
wtang {loan agresnient) tersebut:

8.  dapat disepakati dengan fanpa baissan jangka waktu
ferientu yang mewajibkan Bank ustuk melonasi

utang,
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b, dapat disepakal untuk tidak mengenskan bungs
dalam jumiah terientu yang harus dibayar oleh Bank
kepada pembed pinjaman’.

Dengan demikian, pada saat Modal Inovaiif
dimasukkan sebagai bapian dari Modal In#i, fa masth
memilikt benfuk dan status hekum sebagal utang vang
diterima cleh Bank dari pihak pemben utang.  Sebagal
akibatnya:

a. Dasar hukum munculnya Modal Inovatif adalah
perjanjian pinjaman atai perjanjpan utang piutang
yang dibuat oleh Bank dengan pemberi pinjaman;

b.  Dans yang diperoleh dari utang atau piniaman
tersebut tidak dapat dianggap sebagar setoran modal
atau penyerlaan dari pemberi utang {sebagzimana
halnya penyetoran modal vang dilakukan oleh
Pemegang Saham);

¢, Karena sifatmys adalzah uiang, msaka pembenan
piniaman ini tidak memberiken hak kepada pembern
pinjaman  schagaimana hak-hak yang diberkan
kepada Pemcgang Saham (scporti, hak untuk hadir
dan memberikan suara di dalam RUPS, hak untuk
menectima devideny,

d.  Kedudukan pmjaman dalam rangka Modal Inosatif
ini sama seperti pinjaman kepada pemegang saham
(sub ordinasi), schingga prioritag pengembaliannya

sama seperti pinjaman yang diterima olch Bank dari

* Pasut 1766 KL Perdata, berbunyiz “Siaps vang telah menerima pinjamar dan membayar busgs
vang tidak telah diperjaofikan, tidak dapat menuntainya kembal, moupun mengursnging durl
Jurniah pokok, kecusli apahils bunga vang dibayer s melebihi bunga mermirot undangandang,
daiam hai mana vany yeng feluh diboyar selebiboya depat dituntit kermbali stau dikurangkan dan
jmdah pokok., Pembawvaran bunga yang sidak telah diperjanjiken tidak mewajibkan si hervtang
atluk mombayareya scicausnyy; il bungs vang telab diperjanjikan harus dibayar sampal pada
pengemboling atau penitipan wng gokoknyu, biorpun peogorubaiian siou penitipan il telab
dilakukan seielalt lpwainys wakit utang yang dapat ditagih”
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Pemegang Saham {walaupun pemberi pinjaman
Modal Inovatif belum fentu Pemepgang Saham,
tetapl bisa juga pihak ketiga di luar Pemegang
Sahain Bank);

€.  Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan
utang tersebut kepada pemberi pinjaman, sesuai
dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan di
dalam peijanjian pemberian pinjaman. Tentu saja,
khusus untuk pinjaman yang dimasukkan ke dalam
Modal Inovatif ini, ketentuan  mengenai
pengembalian pinjaman im selain memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemberian
pinjaman, juga harus memperhatikan ketentuan
vang diatur di dalam PBL No. 14/2008.

Dievngan memperhatikan wraian tersebut di afas,
memang jelas babwe stetus hukem Medal Inovatif ind
adalah  utang dan belum menjadi modal atau
penyeriaan  sabam  sampal  dengan  dilakukannya
konversi ataw pengubaban atas insttumen ulang tersebul
menjadi saham alaun peayertaan seieleh terpenubinys
selorub ketenluan sebagaimana yang diatur di dalam
perjaniian penerbitannya das/alan ketentuan yang diatur
oleh BL

Hal i1 dapat dilihat juga dard sisi pembukuan Bank,
dimana Modal Inovatif ini masih dimasskkan ke dalam
kelompok passive yang merupakan fgbilities alau
kewaitban  Bank,  kureny keberadsannya  iotap
menimbulkan kewsjiban kepada Bank untuk melakekan
pengembalian sesual dengan ketentuan dan persyaratan
yvang ditentukan di dalam perjanjian pencrbitannya dan
peraturan Bl
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4.1.1.2, Modal Inovatif Tidak Memiliki Jangka Waktu

Berdasarkan PBI 1072008, Modal Inti merupakan
pirgaman jangks panjang yang jangka waldunya tidak
ditentukan dan tidak ada kewajiban kepada Bank unfuk
mengembalikannya dalam suatu weakiu yang lelah
ditentuken.  Tentu ssje hal ini bertwjuan  uniuk
memastikan bahwa instrumen utang jangks pamang yang
dijadikan  komponen Modal Infi  tersebur  bisa
dipergunakan oleh Bank tanpa adanya batasan waktu.

Dengan demikian, petjanjian pinjaman semacam
ini tidak mencantumkan ketentuan mengenat berakhirmya
perjanjian pada suatu wakts vang ditentukan.

Dari aspek hukurn Pertkatan, untuk mengakhiri atau
pengakhiran perjanitan vang tidak menetapkan jangks
wakfu berakhimnya, pedu diperhatikan hal-hal scbagai
berikui:

a. Kebatzlan atau Pembatglan Perjanjian:

Dalam konteks Hukum Perikalan, kebatalan
atan pembaialen sualn perjamjien ads 2 (dua)
macanm, yaitn’ s
{1) Pembatalan mutlak {(ebsolite niciigheid),

dimana suatu perjanjian harus dianggap

batal meskipun tidak diminta oleh suate
pihak, dan peganpan il dangap tidak ada
sejak semuia dan terhadap siapapun juga.

Pembatalan yang mutlak ini disebabkan oleh

hdak terpenubinya syarat Obycktif untuk

# Wiryono Prediodikoro, “Azas-azss Hukom Pegangian™, hal 196,
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syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata; dan

(iy  Pembatalan tidak muotlak (relatief) yang
harya terjadi jika diminia oleh orang tertentu
dar hanya berlaku terhadap orang terieniu
tersebut.  Pembatalan ini dapat dilakukan
apabila svatu peganjian tidak memenuly
syarat Subyekiif untuk syahnya peganpan
seperti yang digfvr dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.

Perjanjian  tidak dapat dibatalkan tanpa
persetujuan kedus belah pihak vang membuatnya’ .
Apabila peganjian felah dibuat secars sah, artinya
telah memenuhi seluruh syarst sehnya pedannan
sebagaimana vang dimeksud delam Pasal 1320
KUH Perdata, maka perjanilan fersebut {idak dapat
dibatalkan secara sepihak.

Pembatalan atas perjaniian seperti ini oich
salah saty pihak dapat dilakokan apabila terpenuid
kondisi yang dapal mienyecbabkan  berakiurnya
pefanjian  sebagaimana yang diatur di dalam
perjanjian  ftersebuf, isalnya, adanya kejadian
tertentu yang menimbulkan hak kepada salah sain
pihak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan atau
dinkhiri.  Akibat hukum dari pembatalan atau
pengakhiran peganjian ini adalah, wtang tersebut
menjadi jateht tempo dan harus segera dibayar nleh

Bank,

T Pasal 1338 KUH Perdata memaat ketentuan bahwa "Persetujuan-persssuisan tidok dapus diarik
kernbalr selain dengan kesepekatan kedua belah pibak atau .7
&0
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Dalam hal fegadi perstiwa  sepertt ind,
bempotensi menimbulkan kesulitan kepada Bank.
Apabila pada sast yang bersamaan, Bank tengah
mengalami kesulitan modal dan likuiditas, maka
munculnys kewajiban pembayaran kembali atas
pinjaman jangka panjang Moedal inovetif ini aken
menambal kesulifan bagi Bank

PBI No. 0/2008 mengafur kelenfuan
mengenai opsi beli (call option), dimana disini Bank
diberi peluang untuk memperjanjikan adanya hak
Bank untuk membeli (melunasi) pinjaman,
Pelaksanasnnyapun  dibstasi  dengan  ketentuan
khususm wvaitu hanva dapat dilakssnakan 10
{scpululs} fahun sclelsh instumen ulang tersebut
diterbitkan,  polsksanasnnya  harus  dengan
persetujuan Bi, dan lain-lain seperti yang diafur
dalarn PBl No. 10/2008. Akan telapi, PBI No.
10/2008 tidak memberikan pengaturan yang jelag
mengenal apakah masing-masing pihak di dalam
perjaniian  dimungkinkan  unwk  meagakhin
pefaniian secara sepihak dalam hal teradi suatu
penistiwa atau kejadian yang disepakati oleh pam
pthak dan distar di dalam pegjanjian pemberian

pinjaman,

Perjanjian Berakhir Setelah Para Pihak Memenohi

Seluruh Prestast vang Diperianjikan

Kondist lain vung bisa membual perjanjian
menjadi  berakhir adalah  apabila akibat-akibat
hukum yang dituju di dalam pesjanjian telah selesai

dan lerpenuhi.
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Dengan  demtkian, untuk  perjanjian
pwgaman yang tidak mencantumkan suate jangks
walktu sebagai jangka waktu berakhimya perjanjian,
ks perianjian fersebut akan berakhir pada saat
Bank &lah melakukan pembayaran dan melunasi
seluruh kewajiban pembayarannya kepada pemberi
pinjaman.

Apabila untuk piniaman Modal Tnovatif ind
pembaysran  atau  pelunasannya  dilaksanakan
dengan osra konversi alsu pengubshan pingjaman
menjadi penyeriaan saham, atau dengan kats lain,
jumiah vlang telah dibayar desgan saham, maka
peranjian  piyaman akan berskhir pads  sast

dilakukannya konversi tersebut.

€. Ketentvan mengenai Dahnwarsa {(verjaring).

Walaupun pegamian  lidak  menentukan
hatasan  suatu jangka wakty fertentu untuk
herakhimya  perjanjian, kelenfuan  mengenai
Daluwarsa yang diatur dalam Buku IV Bab VII
K H Perdata jupa harus diperhatikan,

KUH Perdata mengenat 2 {dua} macam
daluwarsa sebagal cara untuk melepaskan dirl dan
perikatan, yaite®' -

{1 Jangka waktu 30 {tiga puluh) tshun uniuk
segala perikatan yang disebutkan dalam
undang-undang;

{ii}  Jangka waktu vang lehih pendek dalam
perhubungan tertentu yang dissbutkan dalam

undang-undang.

¥ hid, Ml 197,
22
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Pada dasarnya, segala tunfutan hukum, baik
yang bersifat kebendsan maupun perscorangan,
hapus karena daluwarsa dengan lewatnya wakto 30
{tiga puluh) tahun®.

Dengan  demikian, uniuk  perjanjian
piniaman dalam ragke Modal Inovatif ini, walaupun
tidak memiliki jangka waidu tedenty, tetap hams
memperhatikan ketenan mengenal Daluwarsa o,
Hal imi penting untuk memberikan perlindungan
hukumr kepada kreditur pemberi pinfaman bahwe
hak tagibh yang dimilikioya terhadap Bank tidak
akan hilang atau hapus hanya karena lewatnys suatu
wakiu sfau forpenuhinya persyaratan dsinwarss
vang diatur dalam KUH Perdata

4.1.1.3. Modal Inovatif Bersifat Subordinast

Pinjaman yang termasuk dalam Modal loovatif
harus hersifal suborcdinasi.  Dengan  demikian, hak
pemberi pinjaman uniuk menagih pembavaran ulang
tidak diistimewskan dant krediftur vang lain, melsinkan
berads pada urutan paling akhir sebelum hak yang
dimiliki oleh pemegang sahani,

Dari definisi “subordinasi®  berdasarkan SEBI
No.26/1/8PPP tanggal 29 Mei 1993 fentang pinjaman
subrodinasi (swbordinated loan) yang dikutip dart kamus
istttah yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia%,

dapat disimpulkan disini bahwa yang dimaksud dengan

¥ Daeal 1967 KUH Perdats,

** Dikatip dori situs resmi Bank Indonesia. < hifpd/www bleo idfwebfid/K gmus i Zide P &stant
=17&nurnave= 14 search=Falsedryloaforoands,

K3
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pinjaman yang bersifat subordinasi adalah pinjaman yang

memenuhi syarat sebagsi berikel

a. &da perjanmjlan fertulis antara bank dan pemberi
pinjaman;

b, ada persetujuan terlebih dahulu dan Bank Indonesia;
dalams hubungan foi pada saat bank mengajukan
permohonan, bank hamis menyampaikan program
pembayaran kembali pinjanan subordimasi tersehut;

c. tidak diyjamin oleh bank yang bersangkutan dan
telah disetor penuly

d.  minimum berjangka waktu 5 tahun;

e. apabia pelunasan. sebelum jatuh fempo harus ada
persetujuan dard Bank Indonesia; dengan pelunasan
tersebut permodalan bank tetap sehat;

f. apabila terjadi Hkwmidasi, hak iagthnya berlaku
paling akhir dari scgals pinjaman yaug ada;
pengertian pingaman subordinas: erscbut fermasuk
pula uiang, dalam rangka kredit yang dananya
herass] dari Bank Duniz, MNaordic Investment Bank,
dan lembaga Keousagan Intemasional serupy
periakuan sebagal pinjaman subordinagt tersebut
mulal sejak diterimanya dana dimaksad oleh bank
samipal dengan saat jatuh tempo menumt perjanjian
penerusan  plojaman tersebut, juminh  pinjaman
subordinast vang dapst diperhitmpkan sebagai
modal uniuk sisa jangka svakiu lima tahun terakhic
adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi
yang dihiteng dengan menggunakan moetode garis

furus {pro rata} sebesar 50% dari modal inth.

24
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4.1.2. Instrumen Modal Inovatif

Adapun bestuk-bentuk Instrumen utang vang memiliki
karaktenstik modal dan dapat diyjadikan Modal Inovatif yang
menjadi bagian dari Modal Inti, adalah antara lain™";

a. pinjaman, baik dalam Rupiah maupon valu‘ta asing yang
dilakukan berdasarkan svatu pedanfias pinjaman {loan
agreementY:

b surat berhargs baik dalam Rupish maupun vaeluts asing,

vang diterbitkan di pasar kesapgan dalam negeni maupun

Intermasional;

& surat berharga vang ditempatkan sccara terbatas (privaie
placamenty,

d. bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana &

scbutkan di atas, yang diterbitkas berdssarkan pnmsip
Syariah.  Surat berharga terssbul dapat bempa Bond,
Commuercial Paper, Promissory Notes, Medivm Term Notes
(MTN}, Negotiable Certificate Depasit (NCI) dan bentuk

surat berharga lainnya.

Dar jeots ataw mstrumen yang bisa dijadikan Modak
Inovatif, PBI No. 10/2008 memberikan pombstasan mengenai
fuwmiah dan persyaraisn yang harus dipenuli agar susfu pinjaman
vang dikategorikan scbhagal Modal Inovatif ini dapat dimasnkkan
scbagai bagian dari Modal Inti, yaitu:

& Jumiahnya secara keseluruban paling tinpgi sebesar 10%

{scpulul persen} dari jumlah Modal [nti™;

b. Telah disetujui oleh Bl untuk  dimasukkan scbagat

kemnponen Modal Inti;

* Surat daran Bank Indonesia No. % 1/D4nt tnggal 35 Februari 2007 tentang Pinjaman Luar
Negert Bank.
% Pasal [T ayat (1) PBI No. 10/2068.

)
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<. Tidak memibki jangke wakis. Artinyg tidak memiliki
tanggal jatuh iempo pembayaran yang menimbulkan
kewajiban kepada Bank untuk melakukan pembavaran atau
pelunasan pada svatu tanggal terienfy;

d. Dapat dikonversi menjadi saham  sefelah  memperoleh
persctujuan dant B, dengan syarat den kefentuan konvers:
yang telah ditetapkan dan disetujul sebelummnya pada saat
diterbitkannya instrumen utang tersebut;

e, Tidak dijamin olgh Bank atau Perusahsan Avak;

f Apabila disertai dengan opsi bell {(call option), maka: (i}
eksekuginya baru dapat dilaksanakan paling kwrang 10
{scpuluh) tahun setelah tanggal diterbitkannya nstrumen
tersebut; (it) telah memperoleh persefujusn BI, (i1} tidak
menyebabkan penurunsn modal dibawah  persyaratan
minimiun; dan {iv) digantikan dengan instrumen modal
yang memiliki kuglitas sama atae lebih baik dan dalam
jumiah vang sama atou jumlah lainnya sepamjang tidak

melebihi 18% (sepuluh persen} dart Medal Int.

Pembatasan tersebut tentu saja bertujuan untuk memastikan
bahwa pinjaman adae inslniwen utang jangks panjang yang
dimasukkan sebagai salah satu komponen Modal Inti tersebut dapat
dipergunakan cleh Bapk untek meényerap risiko Rerugian yang
tidak dapat diserap oleh komponcn modal lainnya.

Dalam hal is3, melalui mekanisme perselujusn  yang
disvaratkan oleh BI, Bapk wajib memastikan bahwa instremen
utang yang dapat dimasukkan schagai Modal Intl ini teleh

memenuli seiureh ketentuan iersebut di atas.
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4.1.3. Pengubahan (Konversi) Modal Inovatif Menjadi Modal

Secara urhum, agar suatu pinjaman atau tagihan dapat
diubah atau dikonversi menjadi saham, UUPT mensyaratkan
dipenuhinya hal-hal berikut ini’":

a. Telah disetujui oleh RUPS;

b. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda
berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai
dengan uang;

c. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang
Perseroan telah membayar lunas utang Persercan sebesar
yang ditanggung atau dijamin; atau

d. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari
pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa
uang ataw barang yang dapat dinilai dengan uang yang
langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima

Perseroan.

Dengan demkian, apabila suatu pinjaman  yang
dimasukkan sebapai Modal Inovatif dan menjadi salah safu
komponen Modal Inti hendak diubah atau dikonversikan menjadi
bagian dan Modal Disetor, maka akan berlaku seluruh ketentuan
yang disyaratkan di dalam UUPT dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila Modal
Inovatif akan diubah menjadi modal, maka seluruh syarat dan
ketentuan yang berlaku untuk konversi atau perubahan tersebul
harus telah disepakati terlebih dahulu di dalam dokumen
penerbitannya atau perjanjia pinjaman. Hal ini pun harus disctujui

terlebih dahulu oleh BI. Dengan demikian, Bank maupun pihak

* pasal 33 ayat (2) UUPT.
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pemberi pinjaman seharusnya telah memahami setisp tahapan
maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan konversi
tersebut.

Adapun uraian lebih rinei mengenai aspek hukum yang
terkait dengan wasalah konversi atau pengubshan pinjaman
menjadi modal inl akan dijabarkan di dalam Sub Bab 4.2, bawsh
ini. Scbagai gambaran umum, pelaksanaan konverst tersebul akan

membawa dampak atau berpenparuh kepada hal-hal berikat ini:

a, Peningkatan modal Bank:

Bank waiih memastikan bahwa saham yang skan
dipergunakan unfuk membayar kewaptban utang Bank
kepada pemberi pinjaman telah tersediz pada  saat
dilakukannya konversi.

El ddak mengatur secara lebih terperine mengena
apakah saham tersebut harus diambil dari portofolio, atau
bisa berasal dari saham yang telah diterbitkan dan dinmbiki
oleh Pemegang Saham Bamk yang lain. Akan  letapm,
berdasarkan logika berpikir bahwa tujuan dari peneritnasn
pinjaman adalah untuk memperkuat permodalan Bavk,
makn seharusoye sshamy yang dimaksud disinl adalab
saham-saham i delam portofolio yang harv  skan
dikeluarkan cieh Bank sesuai kebuivhan pengeluaran
modal.

Bank harus mengeluarkan saham-sabam bary dalam
jumlah yang cokup untak kepsrivan konversi, Pengeluaran
saham baru tersebut momeriukan persetujnan dari RUPS
berdasarkan kefentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
dan ULIPT.

Untuk Bank yang telsh memibiki statos sebagai

perugahaan publik, penerbitan saham hams dilakukan
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berdasarkan ketentuan yang diatur  dalem Peraturan
BAPEPAM-LK Na. IX.D.L, fentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu {"Rights Issue’), yang mensyaratkan
pernsabaan  publik  untuk  menyampaikes Pernyatsan
Pendallaran kepads BAPEPAM-LK untuk menerbitkan
saham-sabam baru dan memberiken hak kepada pemegang
saham untuk terlebil dahulu mengambilbagian atas saham-
saham bars vyang dikelvarkan tersebut. Akan telapi,
berdasarkan Pesaturan BAFPEPAM No. IXD.4. tentang
Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahuly, apabila pada ssat penerimaan danfatan penerbitan
instrumen utang jangka panjang ini Bank telah memperoleh
persetujuan dari RUPS, raaka Bank tidak diwajibkan untuk
melaksanakan Rights Bsue seperti yang disvaratkan &i
dalan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1. tersebut.

Untuk keperluan ini, penghitungan harga saham
harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang diatur
dalar peganiian pinjamen.  Mengingat balws pinjaman
untuk Medal inovadf ini memibks jangka wakin panjang
yang tidak terbatas, maka dalam hal kenvers], bisa timbul
permasaizhan mengenal penentuan harga. Harga dan nifa
pinjamann  mungkin  felash berubah  sejalan dengan
berlalunya wakty vang cukup lama. Perhitungan yang felah
disepakatt di dalam perianiian bisza indie sudeh Gidsk
mencerminkan kgl kondisi pada sast konversi it
dilaksanakan.

Pre-emptive rights pemegang sahani yang lain
Apabila terhadsp pencrbitan saham baru ini telah

memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Pemepgang

Saham diangsep teloh seiuju mntok mengesampingkan Pre-
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emiive rights mereka, selongga saham bare tersebut bisa
diambilbagian oleh kreditur pemberi pinjaman yang
bermaksud melakukan  konversi atas  piutang  yang
dimilikinya terhadap Bank.

Perabshan pengendalian:

Akibat  hukum  Iain yang  mungkin  Hmbul
sehubungan dengen dilakukannya konvers utang menjadi
saham adalah adanya perubahan pengendalian. Dengan
masuknys kreditur pemberi pinjaman sebagal pemegang
saham Bank, meka sanget mungkin akan terjadi perubahan
pengendalion di dalam Bank vang dischabkan oleh dilusi
kepemilikan saham olsh Pemegang Saham yang lain.

Masalah skan fimbul apabila pihak vang kemudian
memjadi  pengendali bam adalah pikak  luar  yang
sebelumnya buken merupakan pemegang sabam pengendal
di dalam Bank. Apabila tegjadi bal seperti ini, maka
selurub ketentuan yang diatur dalam UUPT dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya wrus  dilaksanakas
dengan sebagaimana mestinya.

Perubsban  pengendalian  dan/atay  masuknya
Pemegang Seham baru di dalam Bonk fuga harus (erlebih
dabulu mendapal persetujuan dan B, fermasuk persetujuan

yang terkait denpan ketentuan mengenai fit and proper test.
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4.2.

ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN YANG DIMASUKKAN
SEBAGAI MODAL INOVATIF DAN DIUBAH MENJADI
SETORAN MODAL

Setelah pembahasan mengenai komponen Modal Inti berdasarkan
peraturan perbankan dap UUPT, sampatlah kita kepada pembahasan
mengenai aspek hukum pinjaman jangke pamang yang dijadikan medal,

Beberapa aspek hukum yang terkait dengan Modal Inovatif dan
pengubahan (konversi} Modal Inovatif menjadi saham sebonamya sudah
disinggung juga dalam pembahasan terdahulo deri Bab 4 ini. Pembahasan
dalam sub bab ini akan wenambhakan pembahasas mengenai: (a)
beberapa aspek hukum untek penerimaan pinjaman oleh Bank maupun
pombsrian pinjaman oleh kreditur, (b) kefentuan dan syarsl yang harus
dicantumkan di dalem perjaniian pomberan pinjaman untuk Meoedal
Inovatif, {c} siapa saja vang dapat mernjadi keeditur untuk pinjaman ing,
dan {d} perlindungan hukum apa saje yang dapat diberikan kepada pibak
kreditur atau pemberi pinjaman kbususnya dengan memperhatikan

karakieristik dari pinjaman jangka panjang sebagai Modal Inovatif.

4.2.1. Aspek Hukum Perbunkan

Unmk keperluan penerimaan pinjaman jongka panjeng
yang difujvkan sebagai Modal Inovatf dan dapat dijadikan salgh
sats komponen Modal Inti, maka beberapa keteniman & dalam
peraturan  perindang-undangan  di bidang  perbankan  harus

diperhatikan, yaitu:

a, Ketentuan mengena Modal Inovatif sebagai Bagian dorni
Modal Init:
Scbagaimana teleh dikenmukakan pada pembahasan

terdaholy, mengingat babwa tujusn penerimaan pinjaman

gl
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jangks panjeng ini adalah untuk dijadikan bagian dan

Modal Inti, maka ketentwan yang diamr dalam PBI No.

10/2008 harus diperhatikan, yaito™:

. Jumlahnya (secarz kumulaéif dan keselurnhan),
setinggi-tingginya adalah 10% dari Modal Inti;

= Tidak memiliki jangks waktn dan 6dak ada
persyaratan yang mewajibkan petunasan oleh bank
di masa mendatang,

s Bersifat subordinasi;

" Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastiken dan
tidak dapat diakursiastkan antar periode;

= Tidak diprofeksi ataupun dijamin oleh Bank afau
Perusahaan Anak'";

" Dapat disertai dengan fitur opsi belt {call opfion)
sesuai ketentuan dalam PEI No. 10/2008'%;

0 pasal T avat (13, (2) dan {3) P8 Me. 10/2008.

' Berdasarkan peniclasan resmi Pasal 11 ayat {1) lruf ¢ PBT No, 1072008, yang rmasuk dalam
kategori diproleksi maupun dijamin oleh Bank alau perusshaan Amak yasiie proleksi maupun
jamdnan yang diterima oleh pihak il jenupl dilakukan tsielui Bank atug Perusahaan angk,
misalnya premisfoe dalam rangka penjamings dibayar oleh Bank atau Peousahaan Anzk.

" Berdasarkan Pasal 11 ayat (23 buraf £ dan avaz (33 PBE No. 1072008, dicentukan sebagai berikas:
Apabila pinjanan fzopka panjang vang dimmsukkan schugat Modal Inl mesiliki
fitar opst bell {eall option), maks:
1. hanys depal dicksekusi paling kurang 10 (sepulah} mhun scichah instrament modal
diterhitkasy
Z. dokumeniast penerbitan harus meaveskan halkwa opsi honya dapal dicksekasi aas
perselujuan Bl; dan
3. dalem hal instrument Modal Inevaiif mengandung Oitur stes-ap, maka fitue wep-up
horus memenuid persyerstan: () dibatas:, ditctapkoen dun dinyatakan secarz jolss
dlalam perioniian penerbitay instrument; (b} hasywy dapat direatises? suty kali selama
perigde instninen, yait setelsh jangka wakou paling kurang 183 {(sepuiub) tahun sejuk
diterbitkory, dan {2) Desarnya Btor sfep<up relevan dan seialan dengan kendisi pusar
serta Udak febih besar dari saleh salu hoiasan: 100 {seratus} basiy poist mau S0%
{liens puluh persen} dert marjin {credic spread) awal,

Yang dimaksud dengas fier siep-up adelal ftor vang menjaajikan kensikon lingka:
suku bungs apabil aopsi beli tidok disksekusi pada jangks wakiu yang ditctapkan.

Eksrkusi opst beli tersebur bhanya dapos dilakukan olclk: Bank scpanjang: (3} wwlah
memperalel persetmjuan B (b)) iidsk menycbubkan  spruruman modal  dibawad
porsyaratany minimum; dan (o) dipantikas deagan instrumem model yvang mempnyst
kualilas ssosa atau lebih baik dan jumiab yang sama afav jumioh yeag becheda sepanjang
Lidak mefehihs 10% {sepuluh peesend dari Modal Inti.

92

Universitas iIndonasia

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH Ul, 2008



" Telah  memperoleh persetujuan  dari Bl uniok
diperhitangkan sebagai komponen modal.

b. Ketentuan mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank:

Berdasarkan Peraturan Bank Indoncsia Nomor
TAPRBY005 tanggal 10 Januan 2005 tentang Pinjaman
Luar Negeri Bank (PLN Bank) ("PBI No. 7/20058")
sebagaimana tclah diubsh dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/20/FBIf2008 tanggal 14 Okiober 2008 ("PBIY
No. 7/2008"), setiap Bank yang menerima pinjaman fuar
negerl harus ferlebih dahulue memperoleh persetujuan BI
persetujuan mana akan diberikan sesuai dengan Rencana
Bisnis Bank yang disampaikan oleh Bank wntuk disetujul
oleh BI'.

Yang dimaksud dengan PLN Bank disini adalah
semug bentuk pinjamean atau kewajiban Bank kepada bukan
penduduk dalam valula asing meupun Rupiah dan sumat
berharga dalam valuma asing vang diterbitkan sleh Bank'™.
PLN Bark iersebul dapat berupa PLN Bank jangka pendek
{berjangka waktu sampal dengan 1 talun), atay PLN Bank
jangka panjang (berjangka waktu lebib dari | tahun).

*® Pasal § ayat {1) dan {2) PBI Ne, 772048,

™ pasal 3 PRI No 72003 moenyehutkan bahwz bentuk-bentuk PLN dapat berops: {8} pinjman
hatk dalmm Rupish moobun valols aving dul Bokan PenduduR wvang dilakukan berdoserkon
periuniiun pirgaman {Joun spreementy; 15) surnt berbargs boik dulom Rupiab maupun valuls ssing
yang diterbithun df pasar kewsngsy sntomasional; {C) surat berharge baiR dulam rupish maupun
volutas asing vang difual secard over Uw voumer (OTC) kepade Buban Penduduk; {4 suem
berhurga debon volua asing vang diverbitkan 4 pasar kevangan dalon oogert; {©) suimt borbaego
dalam valutm asiep yang digue) sceera OTC kepada pendudek: {77 kewaiiban dalmn bemok giro,
deposito, mbunpar, call money dap kewddibae |lsinnye kepnds Bukan Pendisiuk baik daims
Rupizh maupun valuta ssing; () bentek kewajiban Gan sural berhargo sebagaimmng disnaksud
dulam burnt {a) sampar dengan bueu! {1} berdasarken prinsip Syarinh.
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Untuk PLN Bank jangkas pendek tidak memerlukan
persetujuan das BI'®,

Sesuai dengan karalderistik Modal Inovatif vang
memupakan pinjaman jangka panjang, maka apabila pihak
pemberi pingeman adalah non penduduk Indonesia, maka
sernua ketenituan dan persyaratan yang terkait dengan PLN
Barnk, harus dipenuhi.

4.2.2. Aspek Hukum Perdata dan Hukwm Perikatan

Dari aspek hukum Perikatan, perikatan pinjam meminjam
ini merupakan perikatan yang lahir karens perjanfian. Dengan
demikian, para pthak yang membual perjanjian ini terikat sucars
hukum satu sama lain dan pepaniian it berlaku puls sebagat
undang-undang bagi yang membuatnya.

Sebagairpana telah ditebag pada sub bab twerdahuly, selsrnh
asas dan ketentuan yang berlaku untuk seate pegampan, berdaks
pula terhadap peganiian pinjaman ish, termasuk asas kebebasan
berkonirak dan syarat sahnya perjanjiaoc yang harus dipethaiikan
dan dipenuhi oleh para pihak apar pedanjian penbenan pinjaman
rersebut mempunyay kekuatan bukum yang mengikat dan dapat
dilaksanakan sesual kelentuan vang diatur di dalawnya (vaiid,
binding aud enforceablel.

Dari segi hukom perikatan, uatuk syahnya pedeniion

pirgaman dalam rangka Modal Inovatif ini adalah:

a. Syarat Subyektft
Pihak-pihak yang membuat perjargian pinjaman
memiliki keeakapan dan kewenangan yang seh berdasarkan
hukure,  Masing-masing pihak harus wlah memperolel

setiap persetujuan yang diperiukan untuk dapat membuai

"3 Pasat § angka 2 PBI No. 726005
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perjanjian pinjaman ind, termasuk persetyjuan dari Bank
Indonesia, persetujuan darl organ perseroan, maupun
persetujuan lain vang sekiranya diperlukan berdasarkan

pesaturan perundang-ondangan yang berlaku,

b, Syarat Obyektif:

Tujuan danl penerimaan pinjaman olch Bank adslzh
untuk dijadikan salah satu komponen Medal Inti. Dengan
demikian, berdasarkan PBI No. 10/2008, untuk dapat
menerima pinjaman ini, Bank memerlukan persetujuan dari
BL

Berdasarkan PBI No. 102008, pinjaman yang
dimmasukkan sebagal Modal Inovabfl tidek boleh dilamin
oieh Bank alzu Perusahaan Anak. Denpan demikian, seliap
perjanjian  pinjaman  untuk  Modal  Inovatif  yang
memasukkan ketentuan mengenai pemberian jaminan dan

Bank alar Perusahaan Anak adzalah batal demi hukum.

4.2.3. Aspek Hukum Korporasi

Aspek hukum  korporast  yang  harus  diperhatikan
schubungan dengan pinjaman sebagai Modal Inovatif md, harus
dilihat dani 2 {dua) sisi, yaitu dari sisi Bank sclaky penenma
pirgaman dan kredilue pemberi pinjaman apabilz kreditur tersebut
merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk kepada perataran
dan ketentuan hukum yang berlaka di Indonesia.  Kendali
demikian, tidak ftertutup kemungkinan bahws pikak yang
memberikan pinjaman adalab mdividu atan pihak wsing vang
memiliki siatus hukum dan tunduk kepada ketentugn hukum nepara
asing.

Apabila dilihat dari sist Bank selaku peneninm pmjaman,

hal-bal yang harus diperhatikan: (i) sebelum menerima pinjaman
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Medal Inovahf , danfatau (i1} pada seat melakukan pengubahan
atau konversi atas pinjaman tersebut, dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Persetujuan dari organ Hank:

Walaupun Modal Inovatif yang bisa dijadikan
kompones Modal Inti ini hanya sebesar makshmal 10%
(sepulub persen} dari jumlsh Modal InH, tetap harus
diperhatikan ketentuan yang distur di dalam Anggaran
Ddasar Bank khususnya mengenal persetuiusn veng harus
dipercleh dari organ Bank sebelam memperoleh suatu
pinjaman., Anggaran Dasar dapat mensyaratkan
porsetwnan dar RUPS dan/atan Dewan Komisaris sebejum
Bank dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketips.

Selain itu, mengingat karakieristik pinjapman inl
vang bisa menjadi modal, maka harus diperhatikan juga
pre-emptive rights davi pemegang saham Bank, khususnya
apabila pinjiaman tersebut i konversi menjadi saham,

Persetiguan int bisa aiberikan dongan cara {3) wmirut
menandatangani dokumen pemberian pinjaman, amu (i)
diputuskan delam RUPS atau rapat Dewan Komisaris, atau
(1) melalul surat persetujuan yang ditandalangani oleh
sehwruh Pemegang Ssham atau selursh anggota Dewan
Komisaris Bank,

Apabila pinjaman dalem rangkas Modal Inovatil s
diubsh menjadi modal, ferdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan:
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b. Persetujnan dari BL:

PBI Mo. 10/2008 mensyaratkan adanya persetujuan
dari Bl untuk dapal memasukkan pinjaman  sebagai
kompren dari Modsl Int.  Persetyjuan Bl ini juge
diperlukan untuk keperluan pengubahan atau konversi
pinjaman menjadi modal,

Mengingat bahwa pinjaman ini berkaitan erat
dengan strukiur permodalan  Bank, maks rencana
penecimaan piryaman int (termasuk remcany pemmodalan
Bank} harug dimasukkan ke dalam Rencana Tahunan Bank
yang disampatkan dan diyetujui oleh Bl. Rencana Tahunan
ini harug disetujui terlebih dahuiy olel RUJPS dan Dewan

Komisaris Bank,

Sebalikeya, apabila dilihat dari sisi kreditur atsu pihak
ketiga pemberi pinjaman, univk dapat memberikan pinfaman yvang
dimasukkan sebagai Modal Inovaif imi perlu diperhatikan juga
ketenfuan dalam Anggaran Dasar nya dan ketentuan hukum yang
berkaku terhadapnys yang mungkin mensyaratkan persciujnan dari
organ terfenly perusshaan yang hams diperoleb sebslum bisa

memberikan pinjaman kepada pibak ketiga manapun.

4.2.4, Aspek Hukum Perpajakan

Aspek hukum perpajekan yang dimaksud disini adalah,
bagaimana perlakuan pajak alas dana vang diberikan oleh pihak
ketiga pemberi pinjaman kepada Bank yang dijadikan Modal
Ingvatif imi?

Sebagaimana  diketabul, pada wmumnya, 88 suaslu

pinjaman dapat dikenakan bunga atau imbslan jasa dalam jumlah
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dan tarif tertentu. Bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman ini
merupakan obyek pajak yang harus dibayar oleh pihak pembed
pinjaman.

Peraturan BI tidsk merinct lebih lanjut mengensi perlakuan
perpajakan terhadap pinjaman jangka pamjang ontuk Modal
Inovatif ini. Dari karakteristik Modal Inovatif itw sendin diketahui
bahwa pinjaman ini fidak boleh menentukan adanya pembebanan
suatu bunga atau keuntungan yang dapat diperhitungkan. Dengan
demikian, dari sudut pemben pinjaman, ia fidak akan menikmati
keuntungan dari pinjaman. Akan tetapi, dari sudut Bank penerima
pinjaman, hal ini bisa menambahkan kesnbungan Bank yang harus

dibukukan sebagai income.

4.2.5. Aspek Hukum Pasar Madal

Apabila Bank alay pibak pemben pinjaman merupakan
Perseroan yang {elah borstates perusahaan publik, maka seluruh
kelentuan di bidang pasar modal harus dipechatikan.

Mengingat k arakteristik Modal Inevatif yang hampir sama
seperti modal atau penyertaan, wmaka logikanva, kreditar vang
memberikan pigaman jangka paniang entuk dimasokken sebagai
Mpodal Inovatif i pastinya merupakan pihak yang sudah mengenal
dan menpetabui kondist Bank yang akan diberi pinjaman. Selzin
itu, kreditur mni tentu berkepentingan untuk memastikan bahwa
dana yang dipinjamkannya akae dipergunakan dengan buik dan
sebagaimana mestinya, sehingpa kreditur perly wntvk melakukan
pengawasan dan menctapkan persyaraian dan larangan yang harus
dipatuhi oleh Bank.

Pemegang Saham merupakan salah satu pihak yang cocok
dan berpotensi unluk bisa menjadi kreditur pinjaman untuk Modal
Inovatit ini. Dengen demikian, ditinjau dart aspek Hukum Pasar

Modal, penerimaan pinjaman seperti ini oleh Bank vang telah
a8
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memiliki  status  sehagal  perusahaan  publik, berpotensi
dikategorikan sebagai transaksi Afiliasi dan/atau transaksi vang
mengandung benturan kepentingan scbagaimana yang diatur dalam
Peraturan BAPEPAM-LK No. [IX.E.1.

Untuk itu, diperhukan: (i) persetujuan dari pemegang saham
independen (yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan
transaksi yang akan dilaksanskan); (i) Japoran dari penilai
independen  mengenai  kewsjaran  nilai  transsksh, dan  (#)
keterbukaan kepada publik.

Selain itu, apabila transaksi peperimaan pinjaman fersebut
merupakan transaksi material scbapaimana yang diater dalam
Peraturan BAPEPAM No. IXEZ, maka untuk penerimaan
pinjaran jangka pangang tersebit harus disetujul oleh RUPS yang
dihadiri oleh minimum % dan jumish seloruh sabam yang telah
dikelvarkan dan distujui oleh minimum %: dari jumlah susra vang
dikeluarkan secara sah di dalam rapat.

Apabila pinfaman jangka panjang dikonversi menjad
ssham dan hal tersebut menyebabkan perubahan pengeadaban,
maka berlaku kelentuan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-
LK No. IX.H.] tentang Pengambilalihan Perusahaan Publik, vang
mensyaratkan anbwk dilakukannya Tender Offer bapi penpendali
barg untuk membeli seluruh saham vang dimiliki oleh pemegang

saharn laln,

4.3. ISI PERJANJIAN PINJAMAN JANCGKA PANJANG UNTUK
MODAL INOVATIF

4.3.1. Siapa saja yang bisa Menjadi Kreditur Pemberi Pinjaman?
Pada dusarnya tdak adas pembatassn yang diatur olch Bl

mengeital siaps saja alau pihak mana saja yang dapat membenkan

pinjaman kepada Bank untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif
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ini. Pihak pémbcri pinjaman in bisa penduduk maupun pon-
penduduk, Untuk pinjfaman dari non-penduduk, maka berlaku
ketentuan yang berlaku mengenai PLN Bank scbagaimans yang
telah diuraikan pada sub bab: terdahuly,

Mengingat karakicristik subordinasi yang disyaratkan untuk
pinjaman vang dapat dimasukkan sebagai Modal Inovatif, tentu
saja pikak pemberl pinjaman int tidak dapat disamakan dengan
pilak pemberi piniaman pada fransaksi pinjfam meminjam komsrsil
pada smumnya.

Dengan demikian, siapapun pihak yang akan memberikan
pinjaman kepads Bank untuk dimasukkan sebapai Modal Inovatif
harys betal-betil memahami kedudukan dan states hukum
pinjasnan  vang  Jdibcrikanmya  tersebut,  terutama  dengan
memperhatikan karakteristik dan persyaratzn pinjaman jangka
paniang Modal Inovatif seperti yang telsh divmikan di dalam Bab
4 ini.

Walaupun Bl tidak  memberikan  pengaturan  daa
pembatasan mengenal pihak vang bisa membenikan pinjaman
uptuk. Modal Inovatif #si, harus dirnengertt bahwa penerimaan
pinjaman jsngka penjang uatek dimasulkan sebagar Modal Ing
harus mendapa! persetujuan ferisbih dahulu deri BLL  Dengan
demikian, seharusnya hal ini bisa dipakai scbagai sarana atau alat
oleh BI dalam miclakukan pengawasan unfuk mencegah tegadinya
pelangearan atas ketentvan BI stay peraluran bukem lainoya,
terniasuk ketentuan yang berlaku, yaita: (3) ketentuan mengenai
tarangan Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha vang Tidak
Sehat; dan (i1} ketentvan mengenai Kepemlikan Tunggal di dalam

Perbankan (single presence policy).
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4.3.2. Isi Perjanjian Pinjamsn

Sesual dengan asas kebebasan berkonteak, pada dasarnya
para pthak bebas untuk mengatur dan menentukan sendin butis-
butir kesepakatan yang akan dituangken di dalam pedanjian
pinjarnan, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Bl,
Angparan Dasar, UUPT, UU Pasar Modal (sebagaimana relevan),
dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainaya.

Peraturan Bl tidak secara khusus menentukan isi, bentuk
dan format fisik deri perjanjian pinajamn untuk Modal Inovanf
tersebut  Dengan demikian, tidak ada pembatasan kKhusus bahwsa
perjaniian  itu  harug  dibuat dalam  bentuk akia notaris,
mempergunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa hain.

Secars umum, dengan memperhatikan kamakierdstik dan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Modal Inovetil, dapat
distmpulkan disini bahwa hal penting yang harus dimasukkan ke
dalam pejanpian pinjaman untuk Modal Tnovatif adalah sekurang-
kurangnya sebagai berikut:

Pihak-pihak di dalam perjanjian.

I Tujuan perjanjian hiarus jelas, yaitu pemberian pinjaman
vang akan dijadikan komponen Modal Int dan dengan
demikian harus tunduk kepada scluroh kelendsan yang
diatur oleh Bl

c. Jumlah pinjaman.

d. Szat  efektifya  perianjian,  yailu  pada  seat
ditandatanganinya peganjian atau pada saal Bank (elah

menerima dana yang dipinjam olelnya.

£, Status pinjaman sebags pinjaman subordinasi.
f, Pengawasan alis penggunaan pinjaman,
g. Kelentuan dan syaral yang harus  diponuhi  unluk

pelaksanaan kowversi pinjaman menjadi saham,
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h. Katentuan mengenai opsi beli (celf option), apabila ada.

i Ketentoan mengenal hal-hal yang harus dipatuln oleh Bank
sehubungan deagan piniaman yang diterimanya,

i Pilihan Hukum.

k. Penyelesaian Perselisihan,

4.3.2. Perlindungan kepada Kreditur:

Pada dasarnya, dari semus uraian mengenai kacakteristik
dan persyaratan pinjaman jangka panjaog yeng bisa dijadikan
Modal Inti, hal penting vang hanss diperhatikan adalah bagaimana
memberikan perlindungan hukum Kepada kreditun,

Bl selaku otoritas penpgatur dan pengawas Bank memiliid
peran yang cukup penting dalam menjamin terlaksana dan
terpenuhinva  selumuh ketentuan yang felah digariskan.  Pada
gitizannya, hal i1 aken membanty menciptakan klim yang sehat
dan menumbuhkan kepercayaan investor dan dunia Iutemasional
terhadap institusi perbankan 4i Indonesia.

Perlindungan  kepada kreditur ini  tidok semala-mata
bertujuan uniuk membertkan perlindungan dan kepastian hukum
kepada kreditar, melainkan juga memberikan perlindungan kepada
modal Bank agar depat menjalapkan kegistan usahanya dengan
baik don sebagaimana mestinya.

PBI No. 10/2008 memang relatif baru sehingpa masih sulit
ditemukan adanya kasus yang bisa diteliti dan dijadikan contoh di
dalem pembahasan Tesis ini, Walaspun demikian, dari uraian
yang disampaikan di dalam Tesis inf, sudah terlihat adanys potensi
maszlah hukam yanp mungkin perlu diatur secara lebih lanjut dan
tebih rinci untuk memastikan tidak terjadi turmpang tindih maupun

incensistency dengan peraturan ainnyva yang elah ada,

RERER
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BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang disampaikan pada Bab-bab terdahuly, sampailah kita
kepada Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan

oleh Penulis sehubungan dengan hal-hal yang dibahas di dalam Tesis ini.

51, KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pemaparan pada Bab terdaholv
adalah sebagai berikut:

A, Aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan sehubungan dengan
pinfaman jangka pangang yang bisa dijadikan Modal Inti:

Ada  bebempa aspek  hukum  penting  yang  harus
diperhatikan khususnya mengingat karakteristik pinjaman jangka
panjang vang bisa dijadikan komponen dan Modsl Inti,  Aspek
hulanm tersebut tidak terbalas kepada aspek hukur perbankar saja,
melainkan jupa aspek hukum kerporasi, aspek hukum penikatan,
aspck hokuam pasar model (untuk Baok yang {elah memiliki status
scbagat perusahaan publik), dan aspek hukum perpajakan.

Begitu pula dengan perumusan perjanjian pinjaman uniuk
dijadiken Madal [novadif. Walsupun Moda!l Inovatif dilakirkan
dari pedaniisn pinjaman, akan tetapt pinfaman dalam rangks
Modal Inovatif ini tidak dapat disamakan dengan perjaniian
pigjaman pade umwmmnya.  Ada banvak sckali ketentuan dan
persyaratan dari Bl yang haros di perhatikan dan mungkin perbu

dituangkan secara jelas di dalam perjanjian agar semua pihak
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memahami dan mengerti betwl mengenal hak dan kewajiban

masing-masing.

Pedindungan kepads Kreditur dan pemegang ssham  lain
selwbungan dengan pencrimaan pinjaman jangks panjang dalam
rangka Modal Inovatif:

Perlindungan terhadap kreditur merupakan aspek yang
penting sehubongan dengan penerimaan pinjeman jangks panjang
oleh Bank untuk dimasukhan sebagai salah saty komponen Modal
inti. Hal ini berhubungan erat denpgan karakteristik dari Modal
Inovatif sebagaimana yang diuraikan di dalam bab terdahulu dari
Tesis ini. Bantuan pinjaman yang diberikan oleh kreditur untuk
menyokong permodalan Bank, justro tidak mendapatkan privilege
apapun {baca kembali viaien mengenai Modal Inovatif yang tanpa
batasan waktu dan bersifat suberdinasi).

Sebetulnya, hal ini tidak menjadi mesalah sepanjang
kiediturnya sendiri sudah memahami dan mengetahal hak dan
kewaiibannya yang timbul berdasarkan pinjaman, termasuk resiko
yang mungkin  bharus  dibadapt  apabils  Bank  tidak  bisa
pengembalikan pinjaman terssbut.

Dengan demikian, peranan BI selakn regolator dan
pengawas Bank amailab penting. Penetapan ketentuan mengenal
system dan pedoman manajemen resike pada Bank, ketentuan
mengenai pelaporan berkals Bank, serfa kefentusn perbankan
innya vang diatur 4 dabsn berbagal peraturan Bl merupakan
bentuk pengaturan yang telsh dibeckan oleh Bl guna memastikan
bahwa kegiatan operasional Bank akan dilaksanakan berdasarkan
prinsip berusaha yang baik dan benar,

Secara tidak langsung, hal int akan membawa dampak
positif terhadap {ingkat pertumbuban Bank iy sendiri karena

ruwdal meropakan lulong ponggung Bank dalam menjelankan
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kegiatan usahanys, sekaligus untuk mengantisipasi resiko kerugian
vang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya terscbut.
Apabila Bank memiliki strukiur permodalan yang baik dan sehat,
niscaya akan berlanjut kepada menmpkatnya kepercayaan publik
dan mvestor untuk menanamKan dananya di perbankan, Manfaat
lebih luas yang bisa dirasakan adalah terciptanys stabilitas sistem
keuangan yang bisa menjadl penopang dan  pendukung
pertumbuhan tingkat pertumbuhan ekonoms,

Qleh  kurenanya, tidakiah berdebihan mengapa dalam
program API dan Base! H, penguatsn strolfur permodalan
dijadikan sebagai pilar yang uiamz gunma menciplakan institusi
perbankan vang sehat dan kuat dalam mencpang stabilitas sistem

keuangan Negara,

Pengaturan oleh Bl untuk mengakonodast kelentuan kain yang

diatur dalas: peraturan perundang-undangan fain:

Pinjaman jangka panjang vang dijadiken Modal Inovanf
mermpakan  suaty  terobosan  dalerm upaya  membantn dan
menyokong kualitas dan performance perbankan, khasusnya dalam
menghadapi risiko keragian yang mungkin (mbul,

Pemanfaatan dan pelaksanaan peneriniaas piniaman jangka
paniang dalom rangka Moda! Inovaiif m hartvs dilakukan denpan
prinsip kehali-batian serta pengawasan yang batk dari BL

Mengingat baowaknya aspek hukum yang feriibat di
dalarnnya, wraka dalam mervmuskan pefjanpian pinjaman jangks
panjang dalam rangks Moda! Inovalif ini, perly dibuat pengaturan
yang hati-hati agar Gdak melanggar ketentian hukum yang
beriaky, dan agar perianiian pinjaman jangke panjang ferscoul

dapat dilaksanakan sesuai kelentuan yang dialur di dalanmnya.
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532,

SARAN

Berdasarkan hastl penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah
disampaikan di dalam Tesis, berikui adalah beberaps saran yang dapat

disampaikan oleh Penulis:

2 BI perly menyempurngkan pengaturan mengengi penerimaan
pinjaman jangks panjsog untek Modal Inovatif ini, khosusnya
dalam gangka: {i} memberikan perlindungan hukum yang lebih
baik dan jelas kepada kreditur pemberi pinfaman; dan (i) untuk
memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada pelaku usaha
di dunia perbankan dalam merumuskan, membuat  dan
melaksanakan perjanjian pemberian pinjarean  yang  dapat

digunakan sebagat Modal Inovatif.

b. Sejalan dengan visi Bl dalam upaya mencipiakan 58K vang baik,
koordinast infra-departemen/lembaga  yang terlibat  didalam
pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, agar lebik
ditingkatkan, dengan tujnan untuk menjalankan  kesclurahan
program APL  Khusus unfuk pencrepan dan pelaksanaan
penerimaan pinfaman jangka pagiang dalam rangks Modal Ingvatif
{yang termasuk dalamn pilar perama APl-mempsrkuat struktur
permodaian Bank}, koordinas: juga diperlukan agar Modal Inovatif

ini iepat sasaran sesual dengan tujuan yang dibarapkan,

¢, Perlu dilakukan studi dan pemeriksaan menyeliruh terhadap

ketenfuan-ketestuan  lain yvang  diatur  di dsless peraturan
perundang-endangan lainnys.  Hal mt penting dalam rangka
memastikan tercapainys kepastian hukum dan perlindungan hukem
kepada semua piliak vang terdibat. Sekals lag, hal im skan

menumbuhkan kepercayaan publik kepada institusi perbankan
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vang pada akhirnya mendorong pertumbuhan SSK yang baik dan

sehat.
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LAMPIRAN

TABEL PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA
DARI MASA KE MASA

. B = men}
{BN1}, yang didirikan fungsi BN Unit
pada tanggal § Juli 1946 | HI dengan

Undang-Undang
Na, 17 tahun
1968

{ie Algemene Volk Diubah menjadi Bank - -
Crodier Bank atay Rakyat Indonesia, vang

Syomin Givko didirikan pada tanggal 22
Februari 1946

- Bank Surakarta MAQ F &
{Mlaskapai Adil Makeaur)
vang didirikan pads talun
1945 di Sole

- Bank Indoesia di - -
Palembang yag didirtkan
tahun 1946

- Bank Dagang Nasional - -
Tndonesia tabug 1946 di
Medan

. Indonesion Banking ~ .
Corperation iahun 1947
¢t Yogyakarta vang
kemudian diubal menjadi

Bank Amerta
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NV Bank Sulawesi di
Manado tahun 1946

Bank Dagang Indonesia
NV di Banjarmasin tahun
1949

Kalfn-mman Corporation
Trading di Samarinda
tahun 1950, yang
kemudian merger dengan

Bank Pasifik

Bank Timur NV di
Semarang yang berganti
nama menjadi Bank
Gemari, kemudian
merger dengan Bank
Central Asta (BCA) pada
tahun 1949

De Javasche Bank,
yang dinasionalisasi
oleh Pemerintah

Indonesia pada iahun
1951

Bank Sentral alau Bank
Indonesia yang didirikan
berdasarkan UU No. 13
lahun 1968

ditegaskan kembali dalam UU No. |

23 tahun 1999

De Algemene
Volkerediet Bank

Diubah menjadi Bank
Rakyat Indonesia dan

Bank Ekspor Impor.

Dilebur menjadi
bank tunggal
dengan nama
Bank Nasional
Indonesia (BNI)
Unit I
Dipisahkan lagi
untuk kegiatan
rural, dijalankan

olch Bank Rakyat

[gabung
{merger)
menjadi

Bank Mandiri

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti,

Indonesia (BRI) {pada (ahun
dan untuk 19993
kegiatan ckspor
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impor dijalankan

Escompto Bank yang
di nasionalisasi
berdasarkan PP No. 13
tahun 1960 yang
kemudian dicabut dan
diganti dengan UU
No. 18 tahun 1968

oleh Bank Exim
berdasarkan UU
No. 22 tahun
1968

Bank Dagang Negara -

(BDN).
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